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xABSTRAK
AKMAL.Y (E111 12 002), dengan judul Kekuatan Politik Pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pemilihan Walikota Palu Tahun 2015. Di
bawah bimbingan Armin Arsyad pembimbing I dan A.Ali Armunanto
selaku pembimbing II.
Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang
digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.
Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus
bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari
masyarakat dan mendapat kekuasaan.  Sistem pemilihan  kepala daerah
yang dipilih lansung oleh rakyat memberi ruang kepada semua warga
negara yang mempunyai hak politik untuk dapat berpartisipasi tidak
terkecuali selebritis atau artis.
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis
kekuatan politik pasangan Hidayat – Sigit Purnomo sehingga terpilih
menjadi  Walikota dan Wakil Walikota Palu periode 2016-2021. Penelitian
ini dilaksanakan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu
pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Agustus hingga September 2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif. Data primer dalam penelitian ini melalui proses wawancara
kepada beberapa informan yang dianggap mampuh menjawab rumusan
masalah.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan politik yang
dimiliki pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Palu tahun 2015
tidak hanya didukung oleh faktor popularitas, kemenangan pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo juga didukung oleh adanya kekuatan politik seperti,
partai politik, media massa, dan forum masyarakat Kaili.
Kata kunci : Kekuatan Politik, Pilkada, Kota Palu.
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ABSTRACT
AKMAL.Y (E111 12 002), with the title The Power of Political Couple
Hidayat-Sigit Purnomo in Palu Mayor Election 2015. Under the
guidance of Armin Arsyadas Supervisior I andA.Ali Armunantoas a
Supervisior II.
Political power present in the midst of society aims to seek and
maintain power in order to realize the programs are compiled based on a
certain ideology. The means used by political actors in a democratic
system to gain and maintain power is to participate in the elections. In
order to obtain the existence of the political system, political actors must
compete in the general election to gain the voter and come to power. The
local election system chosen directly by the people, with space for all
citizens who have the political right to participate no exception celebrity or
artist.
The purpose of this study is to describe and analyze the political
power Hidayat-Sigits Purnomo so elected as Mayor and Deputy Mayor of
Palu period 2016-2021. This research was conducted in the city of Palu,
Central Sulawesi Province. The timing of this study starts from August to
September 2016. This study used a qualitative research method and
descriptive. Primary data in this study through the interview process to
some informants were considered mampuh answer the problem
formulation.
The results of this study revealed that the political power wielded
Hidayat-Sigit Purnomo in Electionof Palu 2015 is not only supported by the
popularity factor, win a couple Hidayat-Sigit Purnomo also supported by
some political power such, political parties, media, and community forum
Kaili.
Keywords : Political Power, Election, Palu City.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih
atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun
eksekutif. Pemilihan umum juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk
memilih pejabat publik. Selain itu penyelengaraan pemilihan umum dapat
dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer
dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat. Sesuai
dengan perkembangan demokrasi, pemilihan umum sekarang telah
meluas tidak sekedar milik Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 1975
hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum
untuk memilih para pemimpinnya.
Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum, antara lain; (1) menentukan
pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana
umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer
dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat
untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.
Sedangkan jika dilihat dari unsup-unsur yang diperlukan dalam pemilihan
umum, yakni: Kesatu, adalah obyek pemilu, yaitu warga negara yang
memilih pemimpinnya. Kedua, adalah sistem kepartaian atau pola
dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para
pejabat publik. Ketiga, adalah sistem pemilihan (electoral system) yang
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menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun
pemerintahan.1
Menghadapi pemilu seperti pemilihan walikota banyak faktor yang
harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan walikota ini,
diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik
memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena
proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi
sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Tercapai
tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas
kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat
dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan.
Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang
digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.
Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus
bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari
masyarakat dan mendapat kekuasaan.
Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam
membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam
perkembangan sistem politik Indonesia, telah banyak bermunculan aktor
1 Lipset dan Rokkan.1967. jurnal Party system and voter alignments cross-national perpectives
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maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor
maupun lembaga yang telah menjelma menjadi kekuatan politik tidak lain
merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia.
Sistem pemilihan  kepala daerah yang dipilih lansung oleh rakyat
memberi ruang kepada semua warga negara yang mempunyai hak politik
untuk dapat berpartisipasi tidak terkecuali selebritis atau artis. Fenomena
artis masuk dunia politik bukan lagi hal yang tabuh sebagaimana di
jelaskan oleh Darrell West dalam bukunya celebrity politics, ia
menerangkan bahwa artis dan publik figur tergiur  terjun ke jabatan politik
akibat perkembangan media televisi yang menjadi medium sempurna
untuk mendulang kemashuran dan citra diri.2 Namun menurut Dani
Fadillah, fenomena merangkul artis di pilkada oleh partai politik juga bisa
dimaknai sebagai tanda makin lemahnya rekrutmen calon-calon pemimpin
di jalur partai politik.3
Fenomena artis yang melibatkan diri dalam dunia politik terjadi
sebelum era reformasi yaitu terjadi pada masa orde baru, dengan adanya
organisasi perkumpulan yang dipelopori oleh partai Golkar yang bernama
Paguyuban artis partai Golkar. Hal ini menandai bahwa artis tidak hanya
sebagai pekerja di bisnis hiburan semata melainkan juga terlibat dalam
dunia politik, walaupun hal tersebut belum banyak artis yang menjadi
2 Andy Dewananta. Artis dan Politik. Jurnal Dipublished in Uni Sosial Demokrat 12 Jun 2015
diakses di http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10538&coid=3&caid=31&gid=2
tanggal 3 April 2016
3 Dani Fadillah. Ilusi Popularitas. Jurnal @UAD Artikel dalam Web universitas Ahmad Dahlan.
Diakses http://uad.ac.id/content/ilusi-popularitas tanggal 3 April 2016
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calon anggota legislatif, artis hanya dijadikan media kampanye para partai
politik pada saat itu.
Berbeda dengan yang terjadi pada masa reformasi terutama pada
pemilu 2004 dan 2009, para artis sengaja dijadikan calon anggota
legislatif oleh para partai politik untuk dijadikan Vote Getter, walaupun
pada kenyataannya partai politik yang merangkul artis sebagai calon
anggota legislatif tidak mempunyai andil yang besar terhadap perolehan
suara partai tersebut. Maraknya artis berpolitik tidak hanya terjadi dalam
ranah lembaga legislatif saja tetapi juga terjadi pada ranah eksekutif.
Banyak juga artis yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai
Gubernur/wakil Gubernur, Walikota/wakil Walikota ataupun Bupati/wakil
Bupati suatu daerah.
Terpilihnya para artis sebagai anggota lembaga legislatif maupun
lembaga eksekutif tidak terlepas kepada kepopuleran seorang artis itu
sendiri, terkadang masyarakat lebih mengenal para artis ketimbang para
elit partai politik. Nama artis yang sudah dikenal luas menjadi senjata
tersendiri bagi sebuah partai politik untuk menarik simpatisan dari
masyarakat luas. Masuknya artis bisa menaikkan pamor dari partai politik
tersebut, sehingga terlihat hanya mencari jumlah pemilih. Tanpa
memandang kualitas dari calon yang diberikan kepada masyarakat untuk
dipilih cukup cakap dalam memimpin atau tidak.4
4 Jurnal Post. Kelebihan Tersendiri dari Hijrahnya Kalangan Artis Menjadi Politisi. Dipublished on
Thursday, Jan 7, 2016 diakses http://www.jurnalpost.com/kelebihan-tersendiri-dari-hijrahnya-
kalangan-artis-menjadi-politisi/498/ tanggal 3 April 2016.
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Artis tidak perlu lagi memperkenalkan dirinya kepada masyarakat,
berbeda halnya dengan para elit partai politik yang harus lebih banyak
memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Inilah yang menyebabkan
partai politik lebih memilih artis sebagai anggota legislatif maupun
eksekutif. Artis sangat memahami bahwa profesinya sebagai penghibur di
industri hiburan sangat berkorelasi erat dengan pencitraan. Semakin baik
citra diri yang ditampilkan, maka semakin positif respon yang akan didapat
dari publik. Hal ini akan berdampak pada popularitas yang akan semakin
tinggi di kalangan masyarakat.5
Minimnya pengetahuan publik sebagai pemilik suara terhadap sosok
kandidat menjadikan popularitas lebih penting dari pada visi misi yang
mengukur kemampuan, pengalaman, serta arah program kerja yang
ditawarkan kepada publik itu sendiri. Masyarakat sebagai penggemar
seorang artis sering kali mempengaruhi pilihanya ketika memilih.
Karakteristik masyarakat lokal Indonesia yang mayoritas memiliki
pengetahuan politik yang rendah sehingga terkadang tidak rasional dalam
memilih. Kedua hal tersebut mempertegas bahwa popularitas dan citra
yang di bentuk oleh media televisi terhadap seorang artis atau selebritis
menjadikan dia dilirik oleh partai politik dan elite politik lokal untuk
memenangkan pemilihan kepala daerah.
Masyarakat Kota Palu kembali melaksanakan pesta demokrasi
dalam Pilkada serentak 2015 untuk memilih Walikota/Wakil Walikota
5 Esther Meilany Pattipeilohy. Citra Diri dan Popularitas Artis. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3,
No. 1, Juni 2015. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Hal 31
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Periode 2016-2021. Pemilihan pemimpin di kota Palu ini telah
dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam kegiatan akbar
tersebut, telah banyak bakal calon Walikota/Wakil Walikota yang
bertarung memperebutkan kursi panas, sebagai orang nomor satu di kota
dengan julukan Bumi Tadulako ini. Berdasarkan survei serta kesiapan
masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan bertarung,
telah tercatat 4 calon telah siap mencari dukungan serta simpati dari
masyarakat bagi kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi
Tengah sekaligus sebagai ibu kota provinsi.
Empat calon yang bertarung pada 9 Desember melalui jalur partai
politik yakni HJ.Habsa Yanti Ponulele-Tamrin H. Samauna yang diusung
Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat. Selanjutnya pasangan H.
Hadianto Rasyid - Hj.Wiwik Jumatul Rofi’ah diusung oleh Partai Hati
Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pasangan lainnya yakni Hidayat-Sigit Purnomo alias Pasha Ungu diusung
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara pasangan H.A. Mulhanan Tombolotutu - Tahmidy Lasahido
diusung Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA).6
Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dengan jumlah relatif
banyak ini yang bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan bagi Kota
6 Data KPU Kota Palu Tahun 2015
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Palu, nama Drs. Hidayat, M.Si atau lebih akrab disapa Hidayat yang
berlatar belakang sebagai seorang Birokrat. Yang menarik adalah
pasangannya yaitu Sigit purnomo atau lebih dikenal dengan sapaan
Pasha adalah seorang dari kalangan selebritis/artis. Yang mempunyai
basis  pendukung dan simpatisan yang datang dari semua kalangan mulai
yang tua hingga yang muda dengan bermodalkan identitas politiknya
sebagai putra daerah dan popularitasnya untuk maju dalam Pilkada
serentak Kota Palu 2015.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan komisi pemilihan
umum (KPU) Kota Palu mencapai 238.280 pemilih, tersebar di delapan
kecamatan dan 40 kelurahan dari 160 TPS. Berdasarkan surat keputusan
komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palu Nomor 79/Kpts Kota Palu
024.433212/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan
perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Palu
tahun 2015. Menetapkan pasangan Drs Hidayat . M.Si dan Sigit Purnomo
sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu dengan mendulang 54895
suara atau 36,78 % jauh dari pesaingnya H. Hadianto Rasyid, SE dan Hj.
Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag.,MH meraih 40483 suara atau 27,13 %
selanjutnya pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si dan Tamrin H.
Samauna, S.Sos meraih suara 29779 atau 19,95 % dan pasangan H. A.
Mulhanan Tombolotutu, SH dan Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si meraih
suara 24082 atau 16,14 %.7
7 Data KPU Kota Palu Tahun 2015
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Drs. Hidayat, M.Si adalah seorang birokrat yang lahir di Kota Palu
pada tanggal 16 Januari 1963. Hidayat menempuh pendidikan SDN
Tatura 1 Palu tahun 1975 pada tahun 1979 Hidayat melanjutkan
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Palu dan melanjutkan
pendidikan dibangku kuliah pada tahun 1988 di universitas tadulako
fakultas fisip serta menyelesaikan magister pada tahun 2009. Hidayat
mengawal karir pekerjaan mulai dari kepala sub bagian mutasi pegawai
daerah wilayah III pada biro kepegawaian tahun 1992-1995, kepala sub
bagian mutasi jabatan pada biro BIPRAM tahun 1997-2000, kepala bagian
pengembangan pegawai pada biro kepegawaian tahun 2000-2001, kepala
bidang pengembangan kapasitas pada bapedalda tahun 2002-2005, Pj.
Kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kota Palu tahun 2005-2006,
kepala badan kepegawaian daerah PROVINSI Sulawesi Tengah tahun
2006-2008, kepala badan kepeg.pendidikan dan pelatihan daerah tahun
2008-2010, Pj. Bupati Kabupaten Sigi tahun 2009-2010, kepala badan
pelatihan dan pembangunan daerah tahun 2010.
Sigit purnomo “Pasha Ungu” adalah seorang lelaki kelahiran
donggala, daerah penghasil kakao di Sulawesi Tengah, anak kelima dari
enam bersaudara ini. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) 2
Palu, sigit kemudian hijrah ke Jakarta. Dia kuliah di Akademi Bahasa
Asing ABA-ABI. Sembari kuliah dia menekuni dunia model dan dunia
musik sama-sama ditekuni, tapi karirnya di dunia model tidak secemerlang
di dunia musik. Walau amat terbatas,sigit dikenal sebagai penyanyi oleh
9
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kalangan mahasiswa. Setelah dua tahun kuliah, dia memutuskan
meninggalkan kampus, lalu tekun di dunia musik. Sesudah bersolo karir
beberapa saat dia bergabung dengan group band Ungu pada tahun 1999
yang saat itu masih tenggelam di papan bawah. Mereka mengawali karir
dengan menyumbangkan dua lagu pada album kompilasi klik. Setahun
berselang mereka mempersiapkan album sendiri disiapkan dengan serius
album ini tidak begitu sukses yang sukses adalah album kedua mereka
yang mengusung titel Tempat Terindah. Album yang dirilis 2003 itu
meledak dan terjual sejumlah 80 ribu keping. Semenjak itulah nama Ungu
mulai tersohor. Tahun 2005, band ini menjadi salah satu group musik
yang berkolaborasi dengan Chrisye dalam album terbarunya Senyawa
sebuah hal yang membanggakan oleh karna sudah melambung namanya
dalam blantika musik. Pada tahun yang sama Ungu melempar album
ketiga yang mengusung hit Demi Waktu album ini mendapat double
platinum dan membawa Ungu sohor hingga negeri seberang Malaysia.
Jika penghargaan menjadi salah satu faktor menjadi salah satu tolak ukur
di dunia musik, maka Ungu pantaslah disebut group band papan atas.8
Penduduk Indonesia mengenal Pasha ungu hampir semua kalangan
terutama dari kalangan pemuda dan dapat terlihat dari ketenaran yang
dimilikinya mampu memperoleh ruang yang cukup besar bagi elite lokal
Kota Palu untuk menggandeng Pasha sebagai pasangannya. Pasha
sudah malang melintang dalam dunia hiburan Indonesia sejak tahun 1999.
8 selebritiprofil.blogspot.com/2011/03/pasha-ungu-profil-lengkap.html
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Hal inilah yang membuat Pasha terjun di konteks dunia politik dengan
modal utamanya yaitu popularitas yang didapatkan dari dunia selebritas
dan musik nasional.
Konteks politik yang penuh dengan persaingan mengharuskan
selebriti untuk mempertarukan simbol-simbol yang dimiliki sebagai modal
utamanya untuk mencapai posisi yang  diinginkan di ranah politik. Strategi
yang dapat dilakukan adalah memunculkan simbol-simbol popularitasnya
di media massa selama pencalonannya. Menjelang pemilihan Pasha
Ungu sering diberitakan oleh media televisi dan media cetak bahwa
pencalonannya ini merupakan hal yang benar-benar serius dilakukan
untuk lebih meningkatkan popularitasnya dan elektabilitasnya.
Pasangan Hidayat dan Sigit Purnomo resmi diusung oleh Partai
Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan
Walikota dan Wakil Wali Kota Palu 2016-2021. Pasangan dengan tagline
NIEPEKU, NIKITAKU, NISANIKU (Saya dengar,saya lihat, saya tahu). Hal
yang menarik dari pencalonan Hidayat-Pasha ini adalah mereka berdua
bukan merupakan kader murni dari Partai Amanat Nasional maupun
Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi partai pengusung mereka.
Kontestasi politik seperti Pilkada ini tentu peran partai politik sangat
dibutuhkan yang merupakan kendaraan politik untuk menciptakan
kekuatan politik dan memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi
wakilnya di pemilihan walikota dan wakil wali kota. Sebuah partai politik
tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan
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sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan
merebut atau mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan sebuah partai
politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut.9
Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat
partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang
dimilikinya. Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya
materil. Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau
menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelolah
sumber daya yang di milikinya. Berdasarkan uraian diatas, khususnya
menyangkut popularitas artis dalam politik, maka dari itu penulis
mengambil judul
“Kekuatan Politik Pasangan Hidayat – Sigit Purnomo Dalam
Pemilihan Walikota Palu Tahun 2015”
1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut ini : Bagaimana kekuatan aktor politik pasangan Hidayat – Sigit
Purnomo dalam  pemilihan Walikota Palu 2015?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis
kekuatan politik kekuatan politik pasangan Hidayat – Sigit Purnomo
sehingga terpilih  menjadi  Walikota dan Wakil Walikota Palu periode
2016-2021.
9 Amin, Suprihatini. 2008, Partai Politik di Indonesia, Klaten: Cempaka Putih.
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1.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademik :
1 Menunjukan secara ilmiah mengenai kekuatan politik
pasangan Hidayat – Sigit Purnomo dalam pemilihan
Walikota Palu 2015 .
2 Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk
pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer
b. Manfaat Praktis :
1 Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami kekuatan politik artis dalam
pemilu.
2 Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi
rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa
di tempat lain.
13
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini yang akan dibahas ada beberapa aspek, yaitu : Kekuatan
Politik, Pendekatan Teori Aktor, Kepercayaan Politik, Kerangka Pemikiran,
dan Skema Pikir. Beberapa hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
2.1. Konsep Kekuatan Politik
Kekuatan (strength) menurut Hannah Arendt merupakan sifat atau
karakter yang di miliki setiap individu. Hakikatnya kekuatan berdiri sendiri,
namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait
dengan orang lain. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh.
Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat
individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi
melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.10
Kata politik berasal dari kata yunani “polis” yaitu kota yang
berstatus Negara/Negara kota. Politik pada umumnya adalah bermacam-
macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem  itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu.11 Hakekat politik menurut Karl Deutsch
adalah koordinasi yang dapat dipercaya dari semua usaha dan
pengharapan manusiawi untuk memperoleh tujuan-tujuan masyarakat.12
10 Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, Yogyakarta: Galang Press,
2004. Hal. 60
11 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta;2006) hal 8.
12 A. Hoogerwerf, Politikologi (Jakarta;Erlangga,1985) hal. 43
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Satu ungkapan popular menyatakan “Everything is political” (tiap-
tiap tindakan adalah sifatnya politis) menunjukkan makna tersebut. Tetapi
argumentasi ini, tidak memberikan batasan pengertian mana tindakan
politik , dan mana yang bukan tindakan politik. Mengamati suatu tindakan
yang sifatnya politis, maka harus mencakup proses, dimana sekelompok
manusia menggunakan kekuatan atas orang lain, atau berusaha agar
ideologinya berlaku pula atas orang lain itu.
Ada pula ungkapan yang menyatakan: politik adalah perjuangan
mengangkat penguasa yang berfungsi menetapkan kebijaksanaan
pemerintah. Walau arti ini telah menunjukan arti yang berbeda antara
aktifitas politik dan non politik, tetapi belum menyentuh sasaran secara
tuntas kegiatan-kegiatan yang non pemerintah. Misalnya aktifitas politik
serikat buruh atau politik pada keluarga dan juga belum memberikan
gambaran studi tentang politik konsensus. Politik bukan hanya
menyangkut masalah perjuangan (struggle), tetapi juga menyangkut soal
kerjasama (cooperation).
Kekuatan-kekuatan politik menurut Miriam Budiardjo adalah yang
bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian
kelembagaan. Pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-
kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang
yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan
di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-
organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan
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mempengaruhi proses pengambilan keputusan plitik dalam sistem
politik.13
Baktiar Effendi mengemukakan bahwa kekuatan - kekuatan politik
adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat
secara aktif di dalam dunia politik. Beliau juga membagi kekuatan politik
menjadi 2 sub bagian besar, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan
politik non-formal.
Banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik
sebagaimana yang di katakan oleh Baktiar Effendi, yakni kekuatan ini
bersifat formal atau non formal. Kekuatan politik yang formal mengambil
bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan
kekuatan-kekuatan politik yang bersifat non formal adalah merupakan
bagian dari bangunan civil society, seperti dunia usaha, kelompok
profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya.14
Kekuatan politik kontemporer yang menampilkan diri sebagai partai
politik, angkatan bersenjata, pemuda, mahasiswa, kaum intelektual dan
golongan pengusaha, serta kelompok-kelompok penekan yang lain,
malah sering dikemukakan sebagai bentuk-bentuk luar dari masalah-
masalah mendalam seperti perkembangan pikiran, ideologi, nilai-nilai,
struktur sosial dan ekonomi.
13 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 58
14 Jurnal Pemberdayaan Komunitas, September 2004, Volume 3,nomor 3, hal 171
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Analisis dan deskripsi serta pemahaman-pemahaman mengenai
kecenderungan-kecenderungan politik serta kekuatan-kekuatan politik
yang terlibat di dalamnya akan bersifat menyeluruh dan mendalam serta
yang lebih penting lagi akan memiliki dimensi struktural dan kesejarahan
dimensi-dimensi yang untuk waktu cukup lama telah diabaikan oleh
pendekatan-pendekatan konvensional dalam studi perbandingan politik.15
Kekuatan-kekuatan politik di dunia ketiga menurut teori
dependensia (ketergantungan) merupakan bentuk-bentuk nyata yang
mempertahankan atau melawan posisi ketergantungan baik dalam tingkat
pemikiran, analisa, maupun ideologi ataupun dalam tingkat yang sangat
teknis seperti keuangan, organisasi maupun teknologi. Kekuatan-kekuatan
politik dipandang sebagai kekuatan-kekuatan yang memiliki akar-akar
sejarah, berkaitan dengan masalah struktur sosial dan ekonomi, serta
dilihat pula dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan ekonomi di
luar kawasan dimana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh dan
berkembang.16
Kaum pluralisme beranggapan bahwa kekuatan politik itu
beraneka ragam dan tidak ada kekuatan politik yang absolute dalam
suatu Negara yang plural atau demokrasi. Kekuatan politik tidak dapat
diorganisasi kedalam sebuah piramid yang terhalang oleh paham
monoitik atau “peraturan elit” yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.17
15 Farchan Bulkin,analisa kekuatan politik di Indonesia (Jakarta;PT pustaka LP3ES,1995)hal vii
16 Ibid hal xvi
17Pluralisme.http://www.scribd.com/doc/50965483/PluralisMe.diakses tanggal 9 April 2016
Pukul 14.10 Wita
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Pluralisme politik diidentikan dengan “diversification of power” atau
polyarchy yaitu kondisi dimana distribusi kekuasaan politik terpencar di
sejumlah kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam
masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi monopoli kekuasaan
politik di satu struktur kekuasaan tertentu (monolitik). Dinamika peta isu-
isu politik dan kepentingan, masyarakat terbagi ke dalam asosiasi-asosiasi
kepentingan yang saling berkonflik, berkonsensus dan bahkan
bertoleransi untuk mencapai keseimbangan baru.18Walaupun “kekuatan”
dan “kekuasaan” sering dipakai dalam arti yang sama, namun sebagian
besar analis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas
dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam
dengan berbagai aspek yang mendukungnya.
Kekuatan Politik dalam hal pemilihan kepada daerah adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok yang digunakan
sebagai modal utama dalam pemilihan kepala daerah. Penulis
mencermati prosedur maupun proses pemilihan dalam pemilukada secara
langsung, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
berkemungkinan memenangkan pemilukada secara langsung manakala
memiliki tiga modal utama. Ketiga modal itu adalah modal politik (political
capital), modal sosial (social capital) dan modal ekonomi (economical
capital).19
18Giovanni Sartori, "Understanding Pluralism," Journal of Democracy, Vol. 8, No. 4, October 1997.
19 Kacung Marijan, Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung), 2006.
Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 85
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1. Modal Politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat
maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang
sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral
bagi semua calon, baik dalam tahap pencalonan maupun
dalam tahap pemilihan.20 Biasanya setiap pasangan calon
kepala daerah, baik yang diusung oleh partai politik atau
gabungan partai politik maupun calon perseorangan, akan
membentuk tim sukses mulai dari tingkatan paling tinggi
hingga tingkatan paling rendah (provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan/desa). Bahkan biasanya yang
“dipasang” sebagai saksi pada setiap TPS (Tempat
Pemungutan Suara) adalah para tim sukses itu sendiri.
Peranan partai politik maupun tim sukses sangat besar karena
akan menjadi “mesin” dalam menggerakkan upaya pencarian
dukungan pemilih.
2. Modal Sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan
kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan
masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah
sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para
pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk
memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Suatu
kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului
20 Ibid
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oleh adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas
saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya
integritas.21 Modal sosial dalam pemilukada, memiliki makna
yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya kalau
dibandingkan dengan modal politik. Melalui modal sosial yang
dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih.
Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan
yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa
melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar-
benar layak untuk dipilih atau tidak. Seseorang dikatakan
memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal
oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.
3. Modal Ekonomi modal ekonomi tidak hanya dipakai untuk
membiayai kampanye tapi juga relasi dengan para (calon)
pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk
memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan
berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga
ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi
pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang
membagibagikan uang atau barang kepada para pemilih.
Biasanya pemberian barang atau uang itu tidak diberikan oleh
pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses
21 Ibid.Hal 91
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pasangan calon. Sangat sulit membedakan modal ekonomi
atau politik uang, karena pembuktian politik uang sangat sulit
walaupun sering terjadi.22
Penulis menganalisis ketiga modal itu memang bisa berdiri sendiri-
sendiri tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi di
antara ketiganya sering kali berkaitan satu dengan yang lain. Artinya,
calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki
akumulasi lebih dari satu modal. Argumen yang terbangun adalah bahwa
semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal
itu, maka semakin berpeluang pula pasangan calon tersebut terpilih
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Penulis mendefinisikan kekuatan-kekuatan politik yaitu suatu
komunitas atau kelompok (organisasi) baik formal maupun non formal
yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan politik. Terkait pemilihan walikota dan wakil walikota Palu, penulis
akan menggunakan konsep popularitas dan elektabilitas sebagai kekuatan
politik Sigit Purnomo “pasha ungu” sehingga terpilih sebagai wakil walikota
Palu periode 2016-2021. Popularitas dan elektabilitas akan diuraikan
sebagai berikut:
22 Ibid.Hal. 94-95
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a. Popularitas
Kata Popularitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan terkenal ,dikenal oleh masyarakat luas atas perilakunya
atau aktivitasnya atau mereknya . Sejalan dengan arti kamus
tersebut  maka popularitas  dapat dipengaruhi oleh arah perhatian
atau sikap terhadap lingkungan atau diri peribadi. Popularitas
seseorang juga diakibatkan oleh perilakunya atau kualitas
produknya, kinerjanya, intelektualnya, kekuatan fisiknya atau
integritas moralnya.23
Memaknai beberapa pengertian popularitas yang tertera
diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa popularitas meliputi :
perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan
tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap
berkaitan  dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan
dengan  tingkat pengetahuan yang dimililki oleh manusia. Tingkat
popularitas dapat diukur  dengan memperhatikan unsur
pengetahuan ,sikap dan dukungan yang dimiliki oleh kahalayak
terhadap calon walikota dan wakil walikota .
Popularitas merupakan modal sangat berharga yang harus
dimiliki oleh siapapun ingin terjun dalam ranah publik. Seorang
politisi, misalnya, dalam kompetisi memperebutkan kursi, tentu
23 Muhammad Nur Jaya, Iklan dan Berita Politik Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Berita
Berita Politik Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Kota Jayapura. Diakses di
Jurnal Mediasi
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harus memiliki popularitas untuk mengumpulkan suara. Jika
popularitas diartikan sebagai “ketenaran” dan banyak kata yang
sepadan maka popular itu bisa berarti terkenal, kondang, disukai,
dan termashur. Popularitas seseorang dapat menjadi salah satu
aspek yang mendukung seseorang untuk memperoleh kekuasaan.
Hal ini dikemukakan oleh Noviano bahwa:
“Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial
apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti
kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi,
popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang
terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang
memiliki kekuasaan apabila dia telah menggunakan sumber-
sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara
efektif.”24
Pemimpin butuh popularitas, tapi popularitas bukan
segalanya. Yang lebih penting bagaimana prinsip-prinsip
kepemimpinan diaktualisasikan. Pemimpin yang kuat bukan seperti
superman, tetapi yang fungsional dan mampu memperjuangkan
kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional.25
Supaya mampu melaksanakan tugas secara efektif di masa
normal, pemerintah, misalnya, mengandalkan popularitas yang
didukung oleh kemampuan politis dan kemampuan teknis di segala
bidang kehidupan dalam kadar yang lebih kurang seimbang. Tapi,
di masa krisis, kebutuhan akan popularitas yang ditopang oleh
kemampuan politis, jauh lebih besar. Apalagi pemerintah yang
24 Noviano. Popularitas. www.noviano.wordpress.com diakses pada 30/03/2016 Pukul 13.06
Wita
25 M. Alfan Alfian. Kekuatan Pemimpin, (Jakarta. 2012). Hal. 74
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mewarisi kekuasaan dan pendahulunya yang sudah mengalami
kekerdilan legitimasi dan itupun terutama berasal dari kalangan
negara, yaitu kaum birokrat sipil dan militer.26
Pemerintah yang populer dengan sendirinya diterima dan
didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal
tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara
keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi
serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan
teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat
dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa,
berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya.
Dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat
terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah
kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang
populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan
tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan
kepentingan rakyat pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu
hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah.
Popularitas sendiri juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu
good popularity dan worst popularity. Good Popularity atau
popularitas yang baik tentu dicapai dengan baik dan dan dipandang
26 Arbi Sanit. Reformasi Politik, (Yogyakarta. 1998). Hal. 179
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positif misalnya seorang pahlawan, adapun sebaliknya, Worst
Popularity adalah popularitas yang buruk yang dicapai dengan
perbuatan jahat yang pastinya buruk dalam pandangan orang,
misalnya penjahat pembuat kekacauan.
b. Elektabilitas
Elektabilitas berasal dari bahasa Inggris electability
diturunkan dari kata elect (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari
kata elect antara lain election, electable, elected, electiveness,
electability, dan sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik
adalah tingkat keterpilihan suatu partai, atau kandidat yang terkait
dengan proses pemilihan umum. Istilah popularitas dan elektabilitas
dalam masyarakat memang sering disamaartikan, padahal
keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda meskipun
keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar.
Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya
seseorang, baik dalam arti positif ataupun negatif. Sementara
elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan
tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang
ingin diraih.
Pemimpin politik menurut Robert Tanembaum, adalah
mereka yang menggunakan wewenang-wewenang formal untuk
mengorganisasikan mengarahkan, mengontrol para bawahan atau
rakyat yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan
25
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dikoordinasi demi mencapai tujuan politik yakni kesejahteraan
rakyat.27 Syarat umum itu, dalam teori politik modern, dirumuskan
dalam tiga hal, yakni :
1. Akseptabilitas,
Akseptabilitas mengandaikan adanya dukungan riil
dari sekelompok masyarakat yang menghendaki orang
tersebut menjadi pemimpin. Seseorang baru dianggap sah
sebagai pemimpin jika ada yang menginginkan dan
memilihnya menjadi pemimpin. Aspek ini, dalam teori politik
disebut sebagai legitimasi, yakni kelayakan seorang
pemimpin untuk diakui dan diterima oleh orang-orang yang
dipimpinnya melalui proses pemilihan yang berlangsung
secara jujur dan adil. Hanya orang yang dipilih melalui
proses pemilihan itulah yang dianggap memiliki legitimasi
sebagai pemimpin. Syarat ini memang khas kepemimpinan
politik. Tidak semua pemimpin harus dipilih, namun
dipastikan kepemimpinan di luar politik juga akan memiliki
legitimasi yang sangat kuat jika melalui proses pemilihan,
bukan sekedar ditunjuk oleh orang tertentu.
2. Kapabilitas
Akseptabilitas menyangkut keabsahan seseorang
sebagai pemimpin, maka kapabilitas menyangkut
27http://virtusvigoss.blogspot.com/2011/05/pengertian-politik-dan-kekuasaan-negara.html,
diakses pada tanggal 1/04/16 Pukul 19:25 Wita
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kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Untuk
menjadi pemimpin tidak hanya cukup karena ada yang
menghendaki menjadi pemimpin dan kemudian memilihnya
sebagai pemimpin, tetapi harus dilengkapi dengan
kemampuan yang memadai untuk mengelola berbagai
sumber daya dari orang-orang yang dipimpinnya agar tidak
sampai terjadi konflik satu sama lain. Kalau pun nantinya
ada konflik, maka pemimpin itu harus bisa menunjukkan
bahwa dia bisa mengelola konflik itu bukan hanya agar
konflik itu mereda dan tidak meluas menjadi konflik fisik
apalagi sampai berdarah-darah, tetapi juga agar dari
pengelolaan konflik itu lahir sebuah konsensus yang
disepakati bersama.
3. Integritas.
Integritas, tidak kalah pentingnya. Akseptabilitas dan
kapabilitas hanya mungkin bisa menghasilkan ‘produk’ yang
dirasakan orang-orang yang dipimpinnya jika dilengkapi oleh
integritas. Kemampuan memimpin dan keabsahan
menjalankan kepemimpinan tidak cukup berarti jika
pemimpin itu tidak memiliki integritas.
Secara sederhana, integritas adalah komitmen moral
untuk berpegang teguh dan mematuhi aturan main yang
telah disepakati bersama sekaligus kesediaan untuk tidak
27
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melakukan pelanggaran baik terhadap aturan main maupun
terhadap norma-norma tak tertulis yang berlaku
dimasyarakat. Jika akseptabilitas menyangkut legitimasi dan
kapabilitas berhubungan dengan kompetensi, maka
integritas menyangkut konsistensi dalam memegang teguh
aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Penulis menganalisis tanpa akseptabilitas, seorang pemimpin akan
sangat mudah dipertanyakan keabsahannya karena tidak memiliki
legitimasi yang kuat. Sebaliknya, tanpa kapabilitas, seorang pemimpin
tidak akan mungkin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik
karena dia tidak dilengkapi dengan kompetensi. Namun akseptabilitas dan
kapabilitas menjadi tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh integritas.
Tanpa integritas, seorang pemimpin akan mudah terjerumus dalam sikap
sewenang-wenang dan cenderung mengabaikan aturan main dan norma-
norma yang berlaku di masyarakat. Berbagai bentuk penyelewengan
moral akan mudah terjadi.
Pemilukada memiliki dua makna, sebagai keberhasilan dan
kegagalan demokrasi. Pemilukada dikatakan berhasil karena sudah
menunjukkan adanya partisipasi rakyat, proses pencalonan yang di
seleksi, kampanye, dan kontrak politik. Prosedur sebagai demokrasi
sudah dipenuhi dan dipraktekkan, terlepas dari hasil yang dicapai.
Sedangkan pemilukada disebut gagal karena masih menunjukkan praktek
uang, besarnya angka golput, ketidaktahuan pemilih dengan hak-hak
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politiknya sebagai warga negara yang memiliki otonomi, pola rekruitmen
calon, dan lainnya.28Beberapa catatan penting dalam rangka mewujudkan
penguatan hingga pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal dalam
Pemilukada Langsung, yakni sebagai berikut :29
1. Melalui pemilukada langsung, penguatan demokrasi di tingkat lokal
dapat terwujud, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi politik.
Karena asumsinya kepala daerah terpilih memiliki mandat dan
legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara pemilih
nyata (real voters) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik
dan kepentingan konstituen pemilih, sehingga dapat dipastikan
bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat
dukungan dari sebagian besar warga.
2. Pemilukada langsung diharapkan mampu membangun serta
mewujudkan akuntabilitas (pemerintah) lokal (local accountability).
Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah, maka
pemimpin rakyat yang mendapat mandat tersebut harus
meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Hal ini sangat mungkin
dilakukan karena obligasi moral dan penanaman modal politik
menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud
pembangunan legitimasi politik.
28 Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 2005. Ed. 21, Tahun VI, Pilkada. Yogyakarta : Insis
press.Hal.86
29 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, 2009. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 9 –
11
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3. Apabila lokal accountability berhasil diwujudkan, maka optimalisasi
equilibrium checks and balances antara lembaga-lembaga negara
(terutama antara eksekutif dan legislatif) dapat berujung pada
pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di
level lokal.
4. Melalui pemilukada langsung, peningkatan kualitas kesadaran
politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi
rakyat diharapkan muncul. Masyarakat saat ini diminta untuk
menggunakan rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya, dan
kepeduliannya untuk menentukan sendiri siapa yang kemudian dia
anggap pantas dan atau layak untuk menjadi pemimpin mereka
ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
2.2. Jenis Kekuatan Politik Di Indonesia
Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan
politik sebagaimana yang dikatakan oleh Baktiar Effendi yakni, Kekuatan-
kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai politik dan
militer. Sementara yang diartikan dengan kekuatan politik yang non-formal
adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat
dimasukan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah,
pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual), lembaga-lembaga
(pranata-pranata masyarakat), dan media massa.
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2.2.1. Partai Poitik
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai
politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orentasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.30 Partai politik
adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai
politik menghubungkan masyarakat manadi dengan negara dan lembaga-
lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan
berbagai kalangan masyarakat.
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik sekelompok manusia
yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasa ini kemanfaatan ini yang bersifat adil
maupun materil kepada anggotanya. Sedangkan menurut Giovanni
Sartori, partai politik adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti
pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan
calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.31 Menurut Ichlasul Amal
partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang
modern dan demokratis. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,
memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta
30 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2008 hlm 404
31 Giovanni Sartori, "Understanding Pluralism," Journal of Democracy, Vol. 8, No. 4, October 1997.
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menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate)
dan damai.
Tujuan keberadaan partai politik adalah sebagai kendaraan untuk
mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Kuat atau
lemahnya kekuasaan partai politik tersebut sebagai kekuatan politik
sangat bergantung pada jumlah dukungan yang diberikan oleh rakyat
kepada partai politik. Suara-suara para pemilih menjadi faktor pendorong
terselenggaraanya kebijakan-kebijakan bagi yang berkuasa. Namun
sumber kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada jumlah suara
pemilih tetapi masih banyak lagi alat kekuasan sebagai posisi tawar yang
dimiliki partai politik untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan
kekuasaan agar kekuatan politiknya (bragaining) lebih kuat dan stabil.
Misal pertama, Kekayaan. Seorang politikus yang memiliki sumber-
sumber kekayaan, uang,tanah, perusahaan, media. Dan kedua,
relasi/jaringan sosial akan lebih mudah mendapatkan dukungan untuk
mendukung partai politiknya berkuasa. Apalagi bagi negara yang sudah
maju, didukung sumber daya manusia yang memadai. Kebebasan
bersaing bagi partai politk dengan kompetitornya hanya ada di negara
yang menganut sistem politik demokrasi.
Untuk mewujudkan kekuatan itu, partai politik diisi dengan kader-
kader yang militan dan struktur organisasi yang hirarkis ketat dipandang
sebagai sarana yang tangguh. Selain itu organisasi yang bernaung
dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat
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dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan
secara menyeluruh.
Melihat partai sebagai kekuatan politik di negara demokrasi hal itu
sangat berbeda jauh dengan partai dalam negara otoriter. Di negara
demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya,
yakni menjadi wahana bagi negara untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya
di hadapan penguasa. Di negara demokrasi cara yang digunakan partai
politik untuk mendapatkan dan memperhatakan kekuasaan ialah ikut serta
dalam pemilihan umum. Apabila kekuasaan memerintah telah diperoleh,
partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik.
Sedangkan pada partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan
perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai
mayoritas atau berada dalam partai oposisi.
Partai sebagai kekuatan politik di negara demokrasi tidak hanya
menguasai pemerintahan dan mengendalikan masyarakat seperti
penjelasan di dalam partai yang berada pada negara otoriter, melainkan
partai yang menjadi oposisi juga bisa disebut dengan kekuatan politik
apabila partai politik itu mempunyai pengaruh dalam jalannya
pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan sistem kepartain yang
biasanya ada sebuah kompetisi dalam memperebutkan kekuasan, yang
dimaksudkan partai sebagai kekuatan politik juga memiliki pengaruh
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terhadap jalannya pemerintahan dia bisa juga mengawasi keputusan
kebijakan apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2.2.2. Media Massa
Media massa memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam
kehidupan politik. Informasi yang diberikan oleh pers kepada pembaca,
pemirsa, dan pendengar tidak hanya berisikan sesuatu yang masuk dan
berlalu begitu saja. Informasi itu dapat berpengaruh terhadap perilaku
politik seseorang, termasuk para pembuat kebijakan-kebijakan publik.
Secara langsung, media massa dapat memberikan kontrol atau
penekanan-penekanan kepada pemerintah berkaitan dengan isu-isu
tertentu yang diberitakannya.32
Media massa sangat berpengaruh dalam politik. Peran yang
dimainkan pun juga sangatlah penting. Hal ini terbuktikan dengan
frekuensi dan aktifitas media massa yang melaporkan peristiwa-peristiwa
politik sering memberikan dampak yang sangat signifikan dalam dunia
politik. Media massa juga sebagi pemicu dan terkadang menjadi patron
yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat, dan terkadang
dapat menjadi salah satu indikator terjadinya perubahan politik.
Sebenarnya terdapat dua fungsi media terkait dengan komunikasi politi di
dalam masyarakat:
32 Kacung Marijan. Sistem Politik Indonesia, Jakarta kencana pranada media Group. 2010 hlm 281
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1) Media merupakan saluran komunikasi antara para elite, baik yang
duduk di dalam pemerintahan maupun elite yang tidak duduk di
dalam pemerintahan, dengan warga negara atau para pemilih.
2) Media memiliki kepentingan sendiri di dalam alur komunikasi politik
itu. Disini, media tidak hanya berfungsi sebagai instrumen,
melainkan sebagai salah satu aktor di dalam proses komunikasi itu
dan memiliki kepentingan yang bisa saja berbeda kepentingan
aktor-aktor lainnya.33
Sebagai dampak empiris di Indonesia, telah di mulai dari tahun 1998.
Media massa sangatlah memegang peranan yang sangat luas,; daya
jangkau masyarakat terhadap media dan sebagai konsumsi sehari-hari
membuat masyarakat dapat melakukan perubahan politik yang sangat
fundamental. Hingga sekarang inipun secara implisit media massa dapat
berlaku sebagai oposisi dan pengawasan dari pemerintah. Namun hal
tersebut tidaklah sebagai indikator bahwa media massa selalu independen
dan netral. Sebenarnya, efektifitas media untuk perubahan politik
memerlukan suatu situasi politik yang kondusif, yang popoler disebut
dengan keterbukaan politik. Dengan adanya kebebasan pers, maka hal
tersebut juga membuktikan bahwa adanya kebebasan dalam berpolitik.
Dari silogisme itu, maka dapat digeneralisasikan bahwa media massa
atau pers adalah suatu kekuatan dalam politik. Dalam seluk-beluk negara
demokrasi, media massa yang memiliki kebebasan pers mulai
33 Ibid, hlm 285
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menunjukan sebagai kekuatan politik pula. Hal tersebut dapat terjadi
apabila media massa memiliki media tandingan dan berita yang
berimbang, sehingga dapat melakukan propaganda yang tidak sepihak
kepada masyarakat. Peran politik media massa di dalam negara
demokratis, bisa dilihat dari dua peristiwa:
A. Pada proses seleksi kepemimpinan politik.
Di dalam Pemilu, media massa dapat mempublikasikan berbagai
isu, termasuk program-program yang ditawarkan oleh calon atau
partai. Media massa juga bisa mengkritisi isu-isu tersebut.
Sehingga media massa bisa menguntungkan atau bahkan
merugikan calon dan partai tertentu atas publikasinya.
B. Pasca pemilu
Hal ini berkaitan dengan perjalanan pemerintahan sehari-hari. Di
bidang politik, selain menyiarkan berbagai kegiatan aktor-aktor
politik yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan
masyarakat berikut interaksi para aktor itu antara yang satu dengan
yang lain, media juga menyiarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh para elite. Di sini, posisi media massa akan terlihat
memberikan dukungan, bersifat netral saja atau melakukan
perlawanan.34
Kecenderungan seperti itu memungkinkan media massa memiliki
paradox dalam dirinya. Di satu sisi media massa harus merefleksikan
34 Ibid, hlm 295 dan hlm 297
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berbagai suara yang terdapat di dalam masyarakat, juga sebagai aktor
untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Di sisi yang lain, media
massa sering kali memihak kepada kelompok- kelompok tertentu, baik
pemilik modal yang secara langsung mengendalikan dirinya, maupun
pemilik modal yang mampu memasang iklan untuk keberlangsungannya.
Tujuan media massa sendiri dijadikan sebagai sarana komunikasi
politik yaitu untuk menciptakan citra politik, pendapat umum dan
partisipasi politik. Pembentukan citra politik oleh media massa terbentuk
melalui proses pembelajaran politik, atau sosialisasi yang terus-menerus,
melalui komunikasi politik, baik yang berlangsung secara antarperson,
maupun yang berlangsung melalui media massa.35 Citra politik seseorang
akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian
peristiwa, gagasan, tujuan pemimpin politik. Pendapat umum akan
terbentuk dengan sendirinya dari proses pencitraan politik di media
massa. Pendapat umum sering diposisikan sebagai kekuatan keempat,
setelah tiga kekuatan dan kekuataan lainnya dalam trias politika dari
Montesqueu, yaitu legistalif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan adanya
proses pembentukan citra politik dan pendapat umum dari media massa,
semuanya berakhir dengan tujuan akan menarik partisipasi politik
masyarakat yang tinggi dalam menentukan kehidupan politiknya dimasa
depan.
35 Anwar Arifin Komunikasi Politik (jakarta PT.Balai Pustaka, 2013)12
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Kebutuhan masyarakat akan informasi dalam berbagai hal,
terutama masalah politik dalam negerinya, membuat media massa
berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga tidak jarang
media tunduk pada politik demi memuaskan kebutuhan masayarat yang
nantinya menjadi nilai komersial untuk media itu sendiri. Sistem media
mempunyai korelasi terhadap sistem sosial politik, yang berlaku di negara
di mana media beroprasi, maka kendali politik dan ekonomi selalu menjadi
faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media.
Kepemilikan media massa saat ini, tidak hanya dimiliki oleh pelaku
bisnis semata, namun lebih dari itu. Para politisi yang memilki modal dan
kekuassan mencoba untuk menjadi pemilik media massa demi memenuhi
dan memperlancar kebutuhan politiknya. Adanya kongkalinkong media di
era kapitalis liberal, gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh
tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik dan uang. Adanya pengaturan
dalam isi dari media itu sendiri, demi memuaskan kepentingan pemiliknya.
Di Indonesia sendiri sudah mulai marak media yang kepemilikannya
berasal dari elit politik.
2.2.3. Birokrasi
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi
berkembang tanpa didahului oleh demokratisasi. Indonesia mempunyai
sejarah birokrasi kerajaan yang meletakan para birokratnya (kaum ningrat
dan abdi dalem) sebagai instrumen untuk melayani kepentingan raja, lalu
muncul birokrasi kolonial yang dikembangkan secara rasional (Weberian)
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untuk memenuhi kepentingan negara penjajah, dan sejak kemerdekaan
sampai sekarang birokrasi merupakan organisasi besar dan modern di
tengah masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi. Sejak
pemerintahan orde baru birokrasi berkembang merupakan lembaga yang
sangat dominan dalam sistem politik Indonesia, dengan fungsi yang
sangat banyak, sebagai insterumen dalam pelayanan publik, sebagai
agen pembaharuan dan pembangunan, dan sebagai kekuatan politik
untuk mendukung kekuasaan baik pada birokrasi sipil maupun militer.
Pengalaman yang demikian buruk dalam sejarah perpolitikan di Indonesia,
maka pada saat ini diusahakan birokrasi netral dimana setiap unsur dalam
birokrasi tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis.
Bilamana campur tangan politik yang begitu besar dari birokrasi
dikawatirkan akan terjadi loyalitas kepada penguasa tidak terbatas pada
melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pimpinan
eksekutif, tetapi sebagai instrumen yang handal dari kepemimpinan
eksekutif untuk mencapai tujuan politik yaitu meraih dan mempertahankan
kekuasaan. Hanya jika birokrasi benar-benar netral, partai politik akan
dapat berkembang menjadi besar, dan besarnya partai politik akan
membuat kekuasaan terbagi kedalam pusat-pusat kekuasaan yang lebih
banyak, dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan bobot
proses check and balance dalam mekanisme politik yang sehat.
Kehadiran birokrasi publik bagaimanapun sangat diperlukan bagi
tegaknya sebuah negara yang berdaulat. Pengembangan demokrasi tidak
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boleh tidak memerlukan keterlibatan birokrasi, karena birokrat dapat
melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh politisi. Kadang-
kadang birokrasi modern cenderung berkembang mengikuti wataknya
sendiri yang secara fundamental berlawanan dengan karakter demokrasi.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa demokrasi bercirikan populis,
sementara birokrasi mempunyai ciri-ciri hirarkis.
Nilai yang dominan dalam demokrasi adalah keadilan, sementara
untuk birokrasi nilai yang dominan adalah efektif dan efisien. Demokrasi
ditegakan atas dasar nilai kesamaan (equity) dan persamaan hak, dan
pengambilan keputusan bersifat partisipatory keputusan atau kebijakan
yang diambil politisi merupakan melaksanakan kehendak rakyat, dan
politisi harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil
kepada rakyat dari mana kekuasaan mereka berasal. Sebaliknya birokrasi
ditegakan atas dasar perbedaan status dan peranan (spesialisasi dan
hirarkis). Arus keputusan dan perintah mengalir dari atas
(manajer/pimpinan) ke bawah (bawahan/pengikut), dan arus pertanggung
jawaban mengalir dari arah sebaliknya. Kontroversial semacam ini telah
lama diketahui dan banyak dari teori politik dan adminstrasi negara
membiarkan begitu saja. Politik sudah selayaknya bercirikan demokrasi
dan birokrasi selayaknya lebih bersifat otoriter. Mereka punya lingkungan
hidup sendiri-sendiri yang berbeda tanpa perlu saling mengkritik satu
sama yang lainnya.
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2.2.4. Kelompok Penekan
Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang
berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya
memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat
diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Peran kelompok penekan pada
dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan
tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat
berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan, tetapi juga kendali
sosial (social control), pendidikan politik (political education) dan
pembangunan kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat
Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong
Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-
biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya
menjadi pressure Group.36
Sejarah perjalannya, proses demokratisasi di Indonesia sendiri
sangat jelas didorong oleh kelompok-kelompok penekan yang berasal dari
beragam kalangan di masyarakat, beberapa di antaranya adalah,
lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga penelitian swadaya
masyarakat, media massa, organisasi-organisasi kemahasiswaan
dilingkungan internal dan eksternal kampus, organisasi-organisasi
kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai politik, dan lain
36 Leo Agustino. Pilkada Dan Dinamika Politk Lokal. (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar,2008)
hlm 17.
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sebagainya. Jumlah kelompok penekan yang beragam ini dapat
bertambah banyak manakala setiap kelompok di masyarakat
menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui asosiasi atau
kelompok yang begitu bebas didirikan dan begitu bebas bersuara.
Perlu diketahui bahwa pelopor gerakan kelompok penekan
banyaknya bermunculan organisasi-organisasi kecendekiawanan yang
berafiliasi pada agama, pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan
aksi oleh mahasiswa di intrakampus dan ekstra kampus, dan organisasi-
organisasi massa lainnya di masyarakat, yang semuanya mempejuangkan
kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik tanpa rasa takut terhadap
rezim cendana saat itu.
Dari titik pijak persoalan ini, peran kelompok-kelompok penekan
(pressure groups) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan
politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang
lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan
(pressure forces), tetapi juga kendali sosial (social control), pendidikan
politik (political education) dan pembangunan kesadaran (awareness
building aspect).
2.2.5. Militer
Munculnya militer di panggung politik, sosial, dan ekonomi negara-
negara berkembang, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk
mengendalikan kesemua unsur-unsur kehidupan masyarakat. Politisi sipil
yang dengan relative cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti
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penyusunan suatu sistem politik yang sama sekali lepas dari kekuasaan
asing, mengorganisisr masyarakat yang relatif tergesa-gesa berhadapan
dengan tuntutan modernisasi, masih mencoba model-model yang
mungkin dipergunakan untuk melayani tuntutan-tuntutan masyarakatnya
sendiri. Begitu lepas dari penjajahan, negara-negara berkemban
mengalami fase percobaan untuk merealisisr demokrasi.37
Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, derajat keterlibatan
militer di dalam politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh corak sistem
politik yang berkembang. Ketika terjadi arus otoritarianisme, mulai 1957
sampai jatuhnya pemerintahan Soeharto, keterlibatan militer di dalam
politik sangat kental. Kekentalan itu lebih terlihat lagi pada masa
pemerintahan Soeharto karena secara kelembagaan, militer merupakan
bagian terpenting di dalam bangunan pemerintahan orde Baru. Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya tiga kekuatan politik besar pada masa
itu, yakni ABRI, Birokrasi, GOLKAR (ABG). Ada tiga alasan militer secara
aktif masuk ke arena politik dan berkembangnya peran militer dalam
politik, yakni38 :
a. Rangkaian sebab yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem
politik. Keadaan seperti itu akan menyebabkan terbukanya
kesempatan serta peluang yang cukup besar untuk menggunakan
kekerasan di dalam sistem politik.
37 Arbit Sanit, Sistem Politik Indonesia (kestabilan, Peta kekuatan politik, dan pembangunan),
Jakarta: PT Raja Grahindo Persada, 2011 hlm. 49
38 ibid
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b. Rangkaian sebab yang berkaitan dengan kemampuan golongan
militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik dan bahkan
untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan.
c. Rangkaian sebab yang berhubungan dengan “political
perspectives” kelompok militer yang menonjol di antara perspektif
mereka adalah yang berkaitan dengan peranan dan status mereka
dalam masyarakat dan juga berkenaan dengan persepsi mereka
terhadap kepemimpinan sipil serta sistem politik secara
keseluruhan.
2.3. Teori Aktor
Aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor
dalam suatu interaksi atau aktor dalam masyarakat. Aktor politik dapat
mencakup individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi politik yang berperan sebagai titik-titik pemberhentian atau
terminal-terminal yang biasa diwakili oleh titik-titik. Actors as politicians is
neither a transition nor transformation. It's just a matter of moving into a
larger stage. Pengertian ini mengandung arti aktor politik akan mengarah
ke arah transisi transformasi yang nantinya pindah ke tahap yang lebih
besar.
Kapasitas relasional yang memungkinkan seorang aktor sosial
mempengaruhi keputusan aktor sosial lainnya secara asimetris untuk
mengikuti kemauan, minat dan nilai-nilai yang dimilikinya. Aktor sosial
dalam hal ini bisa berbentuk individual, kolektif, organisasi, institusi atau
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jaringan. Kapasitas relasional dimaksudkan bahwa kekuasaan bukanlah
suatu atribut dari seorang aktor sosial, melainkan berada dalam
relasi/keterkaitan antar aktor. Asimetris berarti bahwa bila pengaruh dalam
suatu relasi sosial selalu bersifat resiprokal (saling mempengaruhi), maka
dalam relasi kekuasaan selalu ada derajat pengaruh yang lebih besar dari
seorang aktor terhadap aktor lainnya.39
Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat
yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam
jaringan. Partisipan dalam pertukaran sosial disebut aktor, aktor dapat
berupa individu (individual person) atau kelompok perusahaan (corporate
groups)40 Kekayaan  atau kecakapan perilaku yang dimiliki aktor dan
dihargai oleh aktor-aktor lain disebut sebagai sumber daya dalam relasi
aktor tersebut dengan aktor-aktor lainnya. Sumber pertukaran sosial tidak
hanya meliputi  barang  yang dapat diraba dan jasa, tetapi juga kapasitas
untuk menyediakan hasil-hasil yang dinilai secara sosial seperti
persetujuan atau status. Tampaknya semua teori pertukaran
mengasumsikan bahwa aktor bersifat mementingkan diri sendiri (self-
interst) selalu berusaha meningkatkan hasil-hasil yang dinilai positif dan
mengurangi hasil-hasil yang dinilai negatif.41
Penulis mengambil kesimpulan bersadarkan pemahaman diatas,
aktor dalam interaksi sosial mempertimbangkan keuntungan yang lebih
39 Manuel Castells. Communication Power. (Oxford United Press:2009) diakses dalam bentuk
terjemahan resume dari https://anangsk.wordpress.com/tag/relasi-kekuasaan/ pada tanggal 4
April 2015
40George Ritzer & Barry Smart. Handbook Teori Sosial. (Jakarta: 2011) Hal 526
41 Ibid 517
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besar dari pada biaya yang dikeluarkannya (cost benefit ratio). Semakin
tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh semakin besar kemungkinan
suatu perilaku akan diulang. Sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman
hukuman (punishment) yang akan diperoleh, maka makin kecil
kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.
Teori pertukaran tingkat makro Emerson,42 para aktornya dapat
berupa individu maupun kolektivitas. Memusatkan perhatian pada
hubungan pertukaran antar aktor. Sebuah jaringan pertukaran mempunyai
komponen sebagai berikut :
a. Adanya sekumpulan aktor individu atau aktor kolektif.
b. Sumber yang bernilai terdistribusikan di kalangan aktor.
c. Ada sekumpulan peluang pertukaran di antara semua aktor
dalam jaringan itu.
d. Hubungan pertukaran atau peluang pertukaran ada di antara
aktor.
e. Hubungan pertukaran saling berkaitan dalam sebuah
struktur jaringan tunggal.
Emerson mendefinisikan kekuasaan sebagai tingkat biaya potensial
yang menyebabkan seorang aktor dapat memaksa aktor lain, sedangkan
ketergantungan melibatkan tingkat biaya potensial yang diterima seorang
aktor dalam suatu relasi. Definisi ini mengarah ke teori kekuasaan-
ketergantungan kekuasaan seseorang atas orang lain dalam hubungan
42 Ibid 521
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pertukaran adalah kebalikan fungsi ketergantungannya terhadap orang
lain. Saling ketergantungan aktor satu sama lain adalah faktor struktural
yang menentukan interaksi mereka dan kekuasaan mereka satu sama
lain. Kekuasaan adalah potensi yang senantiasa ada dalam struktur
hubungan antara A dan B. Kekuasaan pun dapat digunakan untuk
mendapatkan hadiah dari hubungan antara dua pihak. Bahkan dalam
hubungan yang seimbang pun kekuasaan itu ada, meski tak seimbang.
Relasi pertukaran langsung antara dua aktor hasil tiap aktor
bergantung secara langsung terhadap perilaku aktor yang satu lagi
maksudnya A memberikan nilai kepada B, dan B memberikan nilai kepada
A. Relasi-relasi pertukaran umum diantara tiga aktor atau lebih,
ketergantungan timbal balik bersifat tidak langsung manfaat yang di
terima oleh B dari A tidak secara langsung dikembalikan lewat pemberian
B kepada A, namun dengan cara tidak langsung, lewat pemberian B
kepada aktor lain didalam jaringan. Akhirnya, A menerima “pengembalian”
dari pertukaran yang dilakukannya dari aktor terpilih didalam sistem, tetapi
bukan dari B. Terakhir, dalam pertukaran produktif, kedua aktor didalam
relasi sama-sama harus melakukan pemberian kepada yang lain agar
dapat memperoleh manfaat.
Proses pertukaran menggambarkan terjadinya interaksi didalam
struktur pertukaran kesempatan pertukaran memebrikan aktor peluang
untuk meginisiasikan pertukaran kketika inisiasi terbalas (atau sebuah
tawaran diterima), pertukaran timbal balik antara manfaat-manfaat yang
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dihasilkan disebut transaksi. Serangkaian transaksiterus menerus diantara
aktor-aktor yang sama merupakan relasi pertukaran.
Transaksi dalam relasi pertukaran langsung mengambil dua bentuk
negosiasi dan timbal balik. Transaksi negosiasi (membeli mobil, para aktor
terlibat proses keputusan bersama, seperti tawar menawar eksplisit guna
mencapai mufakat tentang syarat-syarat pertuakaran tersebut). Kedua
pihak dalam pertukaran mencapai mufakat pada waktu yang sama, dan
manfaat-manfaat bagi kedua mitra tersebut merupakan satu transaksi
tersendiri. Transaksi timbal balik, kontribusi para aktor kepada pertukaran
dilakukan secara terpisah dan tanpa negosiasi. Para aktor menginisiasi
pertukaran tanpa mengetahui apakah aktor lain akan memberikan balasan
atau kapan balasan itu akan diberikan, dan relasi pertukaran bila sampai
berkembang berbentuk serangkaian tindakan invidual kontingen yang
berurutan.
Emerson mendifinisikan ketergantungan seseorang aktor pada
aktor lain dengan taraf sampai sejauh mana hasil-hasil yang dihargai oleh
sang aktor itu bergantung pada pertukaran dengan aktor yang satu lagi.
Ketergantungan B terhadap A meningkat seiring dengan nilai yang
diberikan B atas sumber-sumber daya yang dikontrol oleh A, dan menurun
seiring dengan banyaknya sumber alternatif yang dimiliki B untuk sumber-
sumber daya yang dimiliki A. Ketergantungan timbal balik para aktor
memberikan dasar struktural bagi kekuasaan mereka atas satu sama lain.
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Kekuasaan A atas B bersal dari dan setara dengan ketergantunagan B
terhadap A, dan sebaliknya.
Kekuasaan dalam relasi-relasi tadi digambarkan dengan dua
dimensi keseimbangan (balance) atau kekuasaan relatif A dan B atas satu
sama lain dan kerapatan (cohesion) atau kekuasaan mutlak A dan B atas
satu sama lain. Bila kedua aktor sama-sama saling tergantung,
kekuasaan dalam relasi itu berimbang. Namun, bila ketergantungan B
terhadap A lebih besar, kekuasaan tidak berimbang, dan A memiliki
keuntungan kekuasaan dalam relasi itu yang setara dengan derajat
ketidakimbangnya. Semakin besar ketergantungan timbal balik kedua
aktor terhadap satu sama lain terlepas dari ketidakimbangan kekuasaan
mereka semakin besar kerapatannya
Kekuasaan adalah potensi struktural yang berasal dari relasi
ketergantungan  diantara aktor-aktor, dan penggunaan kekuasaan
merupakan pengunaan potensi ini dalam bentuk perilaku. Semakin besar
ketergantungan B pada A untuk memperoleh ganjaran, semakin tinggi
potensi harga yang dapat dibenbankan A terhadap B dengan tidak
memberikan ganjaran tersebut sejalan dengan waktu, struktur kekuasaan
menghasilkan pengaruh-pengaruh terperidksi tentang frekuensi dan
distribusi pertukaran saat para aktor menggunakan kekuasaan untuk
mempertahankan pertukaran atau memperoleh keuntungan inisiasi-
inisiasi pertukaran meningkat seiring dengan ketergantungan aktor
frekuensi pertukaran dalam sebuah relasi meningkat seiring dengan
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kerapatan dan pada relasi-relasi tidak berimbang, rasio perubahan
pertukaran lebih memihak aktor yang lebih berkuasa dana lebih kecil
ketergantungannya.
Relasi-relasi yang tidak berimbang bersifat tidak stabil dan
mendorong proses-proses pengimbangan kekuasaan.  Proses-proses ini
akan mengurangi ketidak imbangan  dengan jalan menurunkan nilai-nilai
pertukaran bagi aktor yang kurang berkuasa (“penarikan diri”), meningkat
nilai yang lebih berkuasa (“pemberian status”), menambah alternatif-
alternatif yang dapat dipakai oleh aktor yang kurang berkuasa
(“perluasan jaringan”), atau mengurangi alternatif yang dapat dipakai
untuk aktor yang lebih berkuasa (barangkali melalui pembentukan koalisi).
Dua strategi yang disebut terakhir ini menggambarkan perubahan
struktural didalam jaringan dan lebih banyak diperhatikan dalam analisis
kelompok dan jaringan pertukaran Emerson.
Melalui analisis yang didasarkan premis-premis yang memandang
optimis kapasitas nalar manusia untuk membangun dan menentukan
pilihan serta kecendurungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan
meminimalkan resiko, maka diharapkan perilaku manusia dalam konteks
politik bisa dipahami, dijelaskan, diprediksi, dan karenanya, direkayasa
secara lebih empirik. Misalnya, dengan menggunakan metode-metode
ekonomi, maka akan bisa dijelaskan mengapa seseorang, atau
sekelompok orang lebih memilih partai A dibanding partai B. Seseorang
atau sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan, dan mereka
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dihadapkan pada pilihan partai A atau partai B. Setelah dibandingkan dan
dipertimbangkan, orang atau sekelompok orang tersebut berkesimpulan
bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika partai A
berkuasa, dari pada jika partai B yang berkuasa.
Orang atau sekelompok orang tersebut memutuskan untuk
memberikan dukungan mereka pada partai A. Ini sama ketika seseorang
atau sekelompok orang dengan kebutuhan tertentu dihadapkan pada
tawaran produk A atau produk B. Orang atau kelompok orang tersebut
akan mencoba membandingkan, produk mana yang paling baik melayani
kebutuhan mereka, dan pilihan akan dijatuhkan pada produk tersebut.
Kenyataanya sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari
satu pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
terdapat variabel-variabel lain yaitu faktor situasional yang juga turut
mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihan politiknya pada pemilu.
Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu oleh
karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan
individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut teori rasional, faktor-
faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan
memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi
pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu
politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan
politiknya.
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2.4. Kepercayaan Politik
Penulis menggunakan kepercayaan politik untuk melengkapi
konsep kekuatan politik dan teori aktor. Alasan penulis adalah seorang
aktor politik selain memiliki kekuatan politik harus mampu membangun
kepercayaan politik masyarakat, sehingga masyarakat yakin untuk
memilih aktor dalam konstelasi pemilihan kepala daerah.
Kepercayaan (trust) merupakan kesediaan individu untuk
mengantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat pertukaran karena
individu mempunyai keyakinan terhadap pihak lain. Krech menyatakan
bahwa kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu
pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra.43
Kepercayaan lebih mudah untuk tumbuh di antara orang-orang yang
memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih mudah untuk
mengubah kepercayaan individu daripada mengubah kepercayaan suatu
kelompok.
Kepercayaan merupakan bagian dari sikap.Sikap terdiri dari aspek
kognitif, afektif dan konasi. Kepercayaan adalah aspek yang dibentuk
dalam kognitif.44 Sikap itu sendiri merupakan suatu perilaku pasif yang
tidak kasat mata, namun tetap akan mempengaruhi perilaku aktif yang
kasat mata. Adanya kepercayaan, seorang individu akan bersedia
mengambil risiko yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan pihak
43 Sarwono Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta:2006)
44Azwar, S. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi 2, (Yogyakarta : 2007)
52
Universitas Hasanuddin
lain.45 Ketergantungan pada pihak lain selalu terlibat dengan tingkat
kepercayaan. Penulis mendefinisikan kepercayaan politik adalah sikap
masyarakat yang mendukung dan menaruh harapan terhadap segala
aktifitas politik, dalam hal ini sistem politik dan aktor-aktor politik.
Kepercayaan mengacu kepada apa yang diterima sebagai benar
atau tidak benar tentang sesuatu. Kepercayaan didasarkan pada
pengalaman masa lalu, pengetahuan dan informasi sekarang dan
persepsi yang berkesinambungan. Nilai melibatkan kesukaan dan
ketidaksukaan, cinta dan kebencian, pengharapan mengandung citra
seseorang tentang akan seperti apa keadaan setelah tindakan.
Perilaku memilih atau voting behavior dalam psikologi merupakan
keputusan seseorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat
tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif46
Beberapa faktor yang menimbulkan perilaku memilih tersebut,
diantaranya:
1. Kepercayaan terhadap politik (political trust), seseorang yang tidak
lagi percaya dengan sistem politik baik karena keadaan politik yang
sudah tidak lagi kondusif atau karena alasan ideologis membuat
motivasi untuk memilih dalam pemilihan umum menurun.
Sedangkan bagi mereka yang masih percaya bahwa sistem politik
dapat berubah di kemudian hari dengan keikutsertaan mereka
dalam pesta demokrasi, membuat motivasi mereka lebih tinggi.
45
46Afan Gaffar. Partisipasi Politik: saduran dari No Easy Choice Political Participtionir Developing
Countries, (Yogyakarta: 1980).
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2. Efikasi politik (political efficacy) atau dapat menggunakan diksi lain
yaitu keyakinan politik. Menurut teori pilihan rasional, individu akan
memilih jika mereka percaya bahwa suara mereka dapat membuat
perbedaan (memiliki dampak yang signifikan). Akhir-akhir ini
muncul ajakan untuk golput karena menurut beberapa orang ada
tidaknya pemilu tidak memiliki dampak langsung dengan kehidupan
mereka.
3. Ketertarikan pada politik (political interest), ketika seseorang sering
terlibat dalam diskusi terkait politik dengan keluarga dan teman-
teman mereka, serta mengikuti media massa politik cenderung
untuk memilih. Faktor psikologis yang mempengaruhi pemilih
adalah kepuasan terhadap institusi politik dan pelaku politik,
apatisme, alienasi, partisan dealigment (perpecahan partisan),
kebiasaan, kesabaran, alturisme, kepuasan hidup, bahkan genetik.
Ada beberapa komponen yang patut dipahami dalam kepercayaan
politik, yakni :47
a. Aspek pembentuk sikap politik
a. Afektif, yaitu aspek emosional dari faktor sosio
psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan
pembicaraan sebelumnya.
b. Kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan
apa yang diketahui manusia.
47Op.cit, Hal 22
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c. Konatif, yaitu aspek vohsional, yang berhubungan
dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.
b. Tingkatan sikap juga terdiri dari:48
a. Menerima (receiving) Menerima diartikan bahwa orang
(subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang
diberikan (obyek).
b. Merespon (responding) memberikan jawaban apabila
ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang
diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan
suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau
mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu
benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide
tersebut.
c. Menghargai (valuing) mengajak orang lain untuk
mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain
terhadap suatu masalah. Bertanggung jawab
(responsible) bertanggung jawab atas segala sesuatu
yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah
mempunyai sikap yang paling tinggi.
Konsep sikap dihubungkan dengan politik, maka dapat sikap
tersebut dapat dilakukan individu atau berbagai kelompok.Sikap politik
dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpresepsi seseorang
48 Ibid. hal 23
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atau kelompok untuk merespon masalah – masalah politik yang terjadi
yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.Sikap politik dapat
diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat
positif, maka perilaku politik yang ditujukan juga akan bersifat positif.
Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan negatif, maka perilaku
politik yang di tunjukan juga bersifat negative. Positif atau negatifnya suatu
sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dan budaya
politik.
2.5. Kerangka Pemikiran
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan
perwujudan demokrasi di tingkat lokal dalam bingkai disentralisasi. Penulis
mendefinisikan kekuatan-kekuatan politik yaitu suatu komunitas atau
kelompok (organisasi) baik formal maupun non formal yang mampu
memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
politik. Penelitian ini memfokuskan indikator kekuatan politik dari aspek
modal politik, modal sosial dan modal ekonomi.
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu diikuti oleh Empat
pasangan calon yang bertarung melalui jalur partai politik yakni HJ.Habsa
Yanti Ponulele-Tamrin H. Samauna yang diusung Partai Nasional
Demokrasi (NASDEM), partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
dan Partai Demokrat. Selanjutnya pasangan H. Hadianto Rasyid -
Hj.Wiwik Jumatul Rofi’ah diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan lainnya yakni
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Hidayat-Sigit Purnomo “Pasha Ungu” diusung Partai Amanat Nasional
(PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara pasangan H.A.
Mulhanan Tombolotutu - Tahmidy Lasahido diusung Partai Golongan
Karya (GOLKAR) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan
walikota dan wakil walikota Palu tahun 2015. Menetapkan pasangan Drs
Hidayat . M.Si dan Sigit Purnomo sebagai Walikota dan Wakil Walikota
Palu dengan mendulang 54895 suara atau 36,78 %
Modal sosial yang dimiliki Hidayat ditambah popularitas Sigit
Purnomo “Pasha ungu” sebagai publik figur dari kalangan artis
menjadikan dirinya dikenal di Indonesia terlebih khusus di kalangan
pemuda dan dapat terlihat. Popularitas yang dimilikinya ini mampu
memperoleh ruang yang cukup besar bagi elite lokal Kota Palu untuk
menggandeng Pasha sebagai pasangannya.
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis
kekuatan politik pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pemilihan
Walikota Palu 2015. Sehingga terpilih menjadi Walikota dan Wakil
Walikota Palu periode 2016-2021. Penulis melihat indikasi modal sosial
yang dimiliki Hidayat ditambah popularitas, elektabilitas dan modal
ekonomi Sigit Purnomo “Pasha Ungu” menjadi modal politik dalam
mendulang suara, namun popularitas haruslah didukung oleh
kepercayaan politik masyarakat.
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Skema Pikir
Kekuatan Politik Pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo
1. Formal
 PAN dan PKB
2. Informal
 Media Massa
 Forum Masyarakat Kaili
Kemenangan Pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo Dalam
Pemilihan Walikota Palu
Tahun 2015.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini membahas lima aspek yaitu : Lokasi dan Objek Penelitian,
Tipe dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan
Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut diuraikan lebih lanjut.
3.1 Lokasi Penelitian
Peneliti melakukan penelitian di Kota Palu , Provinsi Sulawesi
Tengah. dengan objek penelitian pasangan Hidayat-Sigit Purnomo “Pasha
Ungu”, dimana Hidayat dan Sigit Purnomo “Pasha Ungu” adalah kandidat
dalam pemilihan Walikota Palu tahun 2015. Kekuatan politik merupakan
salah satu cara untuk memperkuat internal massa dari segi sumber daya
manusia dalam proses perekrutan. Dalam hal ini pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo “Pasha Ungu”, harus melakukan proses penguatan massa yang
memiliki loyalitas terhadap mereka guna mendapat suara masyarakat
pada Pilwalkot 2015.
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode
kualitatif karena metode memiliki beberapa prespektif teori yang dapat
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang
terjadi dalam hal ini yaitu kekuatan politik, dikarenakan kajiannya adalah
fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang
sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini
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membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian
kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data.49 Penelitian ini
mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu
fenomena.50 Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian
ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan.51
Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk membuat
penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta.
Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif
juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui
hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Pendekatan
fenomenologis adalah pendekatan penelitian yang menganalisis gejala
atau fenomena sosial yang berulang di masyarakat. 52
3.3. Sumber Data
Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis
sesuai dengan objek penelitian yang  mampu memberikan gambaran
tentang objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer
49 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Bandung: 2005), hal 60
50 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 2006), hal. 4
51 Pupu Saeful Rahmat. Penelitian Kualitatif. Jurnal Equilibrium, Volume 5 No 9. Januari- juni
2009. Hal 3
52 Stefanus Nindito. Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas
dalam Ilmu Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi . VOLUME 2, NOMOR 1,JUNI 2005: hal 79
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dan Data Sekunder. Data primer didapatkan dari proses penelitian di
lapangan, sehingga nantinya penulis berharap akan mendapatkan data
tentang kekuatan dan strategi pemenangan pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo “Pasha Ungu” menjadi dukungan politik pada pemilihan kepala
daerah Kota Palu 2015. Penulis juga menggunakan data sekunder, yang
mana data ini adalah data penunjang.Penulis mengumpulkan data
sekunder dari buku, jurnal, koran, dan sumber informasi lainnya yang erat
kaitannya dengan masalah penelitian.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang
dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik field research.
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sehingga
wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Narasumber yang penulis
wawancarai adalah:
1. Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo
2. Hidayat Lamakaratte Mantan PLT Walikota Palu
3. LSM
4. Tim Habsa Yanti Ponulele
5. Ketua DPC PKB Kota Palu
6. Akademisi dan Pengamat Politik
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Penulis melakukan analisis data dan interprestasi data sesuai
dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis
data di akhir bab ini. Penulis lalu membuat kesimpulan dan memberikan
saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
3.5. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kajian objektif dari hasil yang didapatkan
dilapangan dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan proses
pengumpulan data secara terus menerus. Sebelum memasuki tahapan
teknis dalam menganalisa data, perlu dijelaskan tentang triangulasi data,
yaitu proses mengkombinasikan hasil yang didapatkan dilapangan pada
saat melakukan penelitian dan digabung dengan kemampuan peneliti
dalam mengkaji data yang berhasil didapatkan dilapangan secara objektif
serta memakai teori-teori yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam
melakukan analisis terhadap permasalahan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (grounded).
Penulis membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan.
Kemudian mencari pola-pola yang terdapat dalam data tersebut. Analisis
data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menungguh sampai proses
pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis data dilaksanakan
secara pararel pada saat proses pengumpulan data, dan dianggap selesai
manakala peneliti merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan telah
menemukan pola aturan yang dicari. Jadi analisis data adalah proses
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menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan.
Penelitian data kualitatif adalah teknik-teknik dalam melakukan
analisis meskipun tidak ada panduan baku untuk melakukan analisis data,
namun secara umum dalam teknik analisis data terdapat komponen-
komponen yang selalu ada seperti pengumpulan data, kategori data, dan
kesimpulan akhir. Ketiga teknik inilah yang akan dipakai oleh peneliti
untuk menganalisa data tentang kekuatan politik pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo dalam Pilwalkot Palu tahun 2015.
Penelitian data sebagai komponen dalam teknik analisis data
dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang penting karena
berkaitan dengan fokus dalam suatu penelitian. Pada tahapan
pengumpulan data alat bantu yang diperlukan berupa tape, recorder,
kamera yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data dari hasil
wawancara. Pada tahapan wawancara Penulis harus mampu memilah
data yang relevan dengan fokus penelitian dan menyederhanakan data
yang dikumpulkan dengan cara mengikat konsep-konsep atau kata kunci
sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data.
Pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan akhir dimana data
yang telah dikumpulkan melalui tahapan wawancara dan penyederhanaan
data akan diolah menjadi bentuk penelitian deskriptif kualitatif sehingga
tidak perlu lagi ada penambahan data baru karena data yang diperlukan
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sudah cukup dan apabila ada penambahan data baru hanya berarti
ketumpang tindihan (redund-pdant).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Gambaran umum lokasi penelitian diharapkan mampu menjelaskan
serta memberikan gambaran tentang objek penelitian. Maka, dalam bab
IV ini, penulis menguraikan beberapa hal yang dianggap relevan dengan
proses penelitian tentang lokasi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini. Hal tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini antara lain :
Sejarah singkat Kota Palu, keadaan geografis Kota Palu, keadaan
demografi Kota Palu yang meliputi : jumlah penduduk Kota Palu,dan jenis
kelamin berdasarkan tiap kecamatan yang ada di Kota palu, kondisi
pemerintahan Kota Palu, Visi Misi Kota Palu 2016-2021, gambaran umum
Pilwalkot Kota Palu.Semua aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
4.1. Sejarah Singkat Kota Palu
Asal usul nama Kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya Tanah
yang terangkat karena daerah ini awalnya lautan, karena terjadi gempa
dan pergeseran lempeng (palukoro) sehingga daerah yang tadinya lautan
tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang
menjadi Kota Palu. Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul
nama Kota Palu berasal dari bahasa kaili VOLO yang berarti bambu yang
tumbuh dari daerahTawaeli sampai di daerah sigi. Bambu sangat erat
kaitanya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan
masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-
hari mereka.baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan
bangunan (Dinding, tikar, dll), Perlengkapan sehari- hari, permainan
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(Tilako), serta alat musik (Lalove). Pada awal mulanya, Kota Palu
merupakan pusat pemerintahan kerajaan Palu. Pada masa penjajahan
Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (Onder
Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Land schap Palu yang
mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; Land schap
Kulawi, dan Land schap Sigi Dolo.53
Pada tahun 1942, terjadi pengambil alihan kekuasaan dari
Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa Perang Dunia II
ini, Kota Donggala yang kala itu merupakan ibu Kota Afdeling Donggala
dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang. Hal ini mengakibatkan
pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Palu pada tahun 1950. Saat itu,
kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN)
setingkat dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di
Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kota Palu
kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator
Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibu
Kota Karesidenan.54
Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibu Kota
ditingkatkan menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai Kota
administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.
53 www.Palukota.go.id
54 Ibid.(Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia
Belanda hingga tahun 1950-an.)
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Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu
ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu55
4.2. Keadaan Geografi Kota Palu
Secara Administratif, Kota Palu adalah ibu Kota Propinsi Sulawesi
Tengah, yang dibagi dalam 8 Kecamatan dan 45 kelurahan. Kota Palu
dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi Kota Palu berada pada
kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu yang secara astronomis
terletak antara 0 o,36” – 0o,56” Lintang Selatan dan 119 o,45” - 121 o,1”
Bujur Timur, tepat berada di bawah garis Katulistiwa dengan ketinggian 0 -
700 meter dari permukaan laut.
Pemekaran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang pemekaran kecamatan. Kota Palu terdiri dari 8 kecamatan,
luas daratan berdasarkan kecamatan, yaitu : Palu Barat (8,28 Km²),
Ulujadi (40,25 Km²), Palu Selatan (27,38 Km²), Tatanga (14,95 Km²),
PaluTimur (7,71 Km² ), Mantikulore (206,80 Km²), Palu Utara (29,94 Km²),
Tawaeli (59,75 Km²).56
Wilayah Kota Palu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten
Donggala, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan
Kabupaten Parigi Moutong, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten
Sigi, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.57
55 Ibid
56 BPS Palu, Palu dalam Angka Tahun 2016
57 Ibid
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Peta Wilayah Kota Palu
4.3. Keadaan Demografi Kota Palu
Masyarakat Kota Palu sangat heterogen. Penduduk yang menetap
di Kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan
Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,
Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Kaili yang merupakan
suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.Penduduk Kota Palu
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 sebanyak
367.342 jiwa yang terdiri atas 185.105 jiwa penduduk laki-laki dan 182.237
jiwa perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun
2014, penduduk Kota Palu mengalami pertumbuhan sebesar 1,42
persen.58 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
58 Ibid
68
Universitas Hasanuddin
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Palu Berdasarkan Kecamatan Tahun
2010,2014,dan 2015
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Pertumbuhan
2014-20152010 2014 2015
1 Palu Barat 98 739 59 492 60 458 1.62
2 Tatanga - 38 127 38 743 1.61
3 Ulujadi - 26 454 26 883 1.62
4 Palu Selatan 122 752 67 122 68 385 1.88
5 PaluTimur 75 967 68 534 68 674 0.2
6 Mantikulore - 60 626 61 826 1.98
7 Palu Utara 39 074 22 110 22 473 1.64
8 Tawaeli - 19 737 19 900 0.8
Palu 336 532 362 202 367 342 1.42
Sumber : BPS Kota. Palu, 2015
Tabel 4.2
Pertumbuhan penduduk Kota Palu Tahun 2011-2015
No Tahun
Jumlah penduduk
Rasio jenis kelaminLaki-
laki
Perempuan Jumlah
1 2015 185 105 182 237 367 342 102
2 2014 182 172 180 030 362 202 101
3 2013 179 291 176 988 356 279 101
4 2012 175 595 172 261 347 856 102
5 2011 173 019 169 735 342 754 102
Sumber : BPS Kota. Palu, 2015
Mewujudkan kesejahteraan masyrakat adalah hal yang menjadi
tujuan dari setiap pemerintah. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat
maka ada beberapa aspek yang bisa dilihat, antara lain (1) Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan
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daya beli serta (2) kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi,
laju inflasi dan tingkat pengangguran.
4.4. Visi dan Misi Kota Palu
Visi – Misi Pemerintah Kota Palu untuk lima tahun kedepan
dinahkodai oleh bapak Drs.Hidayat, Msi dan Sigit Purnomo Said ,“Palu
Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat dilandasi Iman dan Taqwa” untuk
mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kota Palu  menetapkan enam misi.
4.4.1. Visi
“Palu Kota Jasa, Berbudaya Dan Beradat Dilandasi Iman Dan Taqwa”
4.4.2. Misi
1. Pemetaan Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis IT
2. Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumber
Daya Manusia
3. Kelurahan Inovasi Unggul Dan Mandiri Berbasis Iptek Bagi
Kemandiriaan Ekonomi Kerakyatan
4. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu Yang Efesien Dan
Efektif Berbasis Budaya
5. Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata
Budaya
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa
4.5. Pemerintahan
Kota Palu terdiri dari delapan kecamatan dan empat puluh lima
kelurahan yang seluruhnya telah berstatus definitif dan masuk dalam
klasifikasi swasembada. Jumlah anggota DPRD Kota Palu  tercatat
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sebanyak 35 orang, yang terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat,
Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Persatuan Amanat
Nasional, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Restorasi Pembangunan. Dari 35 orang
anggota DPRD hanya 3 orang perempuan. Sejak terbentuknya, DPRD
Kota Palu telah berhasil merumuskan sejumlah keputusan. Produk
DPRD yang telah dihasilkan selama tahun 2014 adalah berupa
Peraturan Daerah sebanyak 6 buah, Keputusan  DPRD 25 buah,
Keputusan Pimpinan Dewan 8 buah, musyawah 8 buah dan panitia
anggaran 1 buah.
Pada tahun 2014, di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu
terdapat sekitar 7.960 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdir dari
2.907 laki-lak dan 5.053 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan
yang ditamatkan rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu sebesar 54,73
persen adalah S1. Berdasarkan catatan Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Palu, Surat ijin Mendirikan Bangunan yang telah
dikeluarkan sebanyak 4.223 surat, yang mengindikasikan pembangunan
Kota Palu cukup pesat. Adapun komposisi anggota DPRD Kota Palu
pada tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel :
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Tabel 4.3
Komposisi DPRD Kota Palu Tahun 2014
No Anggota Fraksi Jumlah anggota
1 Fraksi Golkar 6
2 Fraksi Demokrat 3
3 Fraksi PKS 3
4 Fraksi GERINDRA 6
5 Fraksi HANURA 4
6 Fraksi PAN 4
7 Fraksi PDIP 3
8 Fraksi PKB 3
9 Fraksi Restorasi Pembangunan 3
Total 35
Sumber : BPS Kota Palu, 2015
4.6 Gambaran Umum Pilwalkot Palu tahun 2015
Dalam masyarakat yang memilih demokrasi sebagai sistem
kenegaraanya, pemilu merupakan salah satu tongkat demokrasi dan
instrumen politik untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yaitu terbentuknya
masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi
dan berkehendak serta mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak dasar
mereka sebagai warga negara karena itu untuk melihat ada tidaknya
demokrasi dalam dalam peyelanggaraan negara, indikatornya dapat
dilihat dari pemilu yang dilakukan secara bebas dan berkesinambungan.
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Seseorang yang berminat atau ingin maju menjadi kepala daerah
mencari dukungan dari salah satu atau beberapa basis partai. Gunanya
untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat untuk mendaftarkan diri
kepada pengurus partai guna dicatat sebagai salah satu bakal calon
(Balon) kepala daerah. Sesudah itu, masing-masing harus mencari
dukungan yang lebih luas agar mendapat suara mayoritas dalam
pemilihan calon. Tentu saja kepala daerah dan wakilnya, bisa
memperoleh dukungan lewat berbagai macam cara. Bakal calon juga
harus mempersiapkan kertas kerja untuk dipresentasikan dalam sebuah
“debat publik” intern partai. Yang kenyataannya tidak lebih dari show,
karena memang tidak pernah terjadi perdebatan yang sesungguhnya
karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada.
Masyarakat Kota Palu dengan penduduk yang heterogen kembali
Melaksanakan pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali untuk
periode 2016-2021 pemilihan pemimpin di Kota Palu telah dilaksanakan
pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Dalam kegiatan akbar tersebut,
ada empat pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Kota Palu untuk
memperebutkan posisi nomor satu di Kota yang berjulukan Kota Teluk.
Adapun pemilihan Walikota Palu (Pilwalkot) tahun 2015, diikuti oleh
empat pasangan calon yang berasal dari berbagai macam latar belakang
profesi dan pendidikan, etnis, budaya, agama. Semua mempunyai
kekuatan yang dapat memberikan pengaruh dan simpatisan kepada
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masyarakat. Adapun calon walikota dan wakil walikota Palu beserta partai
pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.4
Kandidat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palu Periode
2016-2021
No.
Urut
Pasangan Calon Partai Pengusung
1 Drs. Hidayat, M.Si dan Sigit Purnomo PAN – PKB
2
H. Hadianto Rasyid, SE dan Hj. Wiwik
Jumatul Rofi'ah, S.Ag.,MH
Partai Hanura – PKS
3
Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si dan
Tamrin H. Samauna, S.Sos
Partai NasDem
PDIP
Partai Demokrat
4
H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH dan
Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si
Partai Golkar
Partai Gerindra
Sumber : KPU Kota Palu, 2015
Tabel 4.5
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Kota Palu
Pemilih
Laki-laki Perempuan Total
112.845 116.011 293.307
Hak Pilih 69.033 74.780 152.662
Partisipasi 61,18% 64,46% 63,79%
Sumber : KPU Kota Palu, 2015
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Tabel 4.6
Rekapitulasi Data Sub Wilayah
No Kecamatan Pemilih Hak Pilih PerolehanSuara
Suara
Sah
Suara
Tidak
Sah
Total
Suara
1 MANTIKULORE 45.948 27.803
[1] 11.497
[2] 6.094
[3] 5.052
[4] 4.414
27.052 426 27.495
2 PALU BARAT 41.290 21.860
[1] 6.735
[2] 5.856
[3] 5.530
[4] 3.341
21.463 400 21.863
3 PALU SELATAN 41.938 21.860
[1] 11.756
[2] 5.062
[3] 5.583
[4] 5.741
21.463 849 28.084
4 PALU TIMUR 32.979 19.538
[1] 5.978
[2] 4.938
[3] 4.227
[4] 4.135
21.463 263 19.509
5 PALU UTARA 13.735 10.371
[1] 2.359
[2] 5.488
[3] 1.477
[4] 731
9.799 180 9.979
6 TATANGA 29.604 19.205
[1] 7.985
[2] 5.155
[3] 3.266
[4] 2.482
18.888 317 19.205
7 TAWAELI 13.486 10.304
[1] 2.868
[2] 3.954
[3] 1.660
[4] 1.570
10.056 237 10.023
8 ULUJADI 20.327 14.789
[1] 5.715
[2] 3.844
[3] 2.972
[4] 1.655
13.854 512 14.518
Sumber : KPU Kota Palu, 2015
Selasa tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu lima
belas, KPU Kota Palu melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan
calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilihan walikota dan
wakil walikota Palu tahun 2015. Berdasarkan suarat keputusan komisi
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pemilihan umum Kota Palu nomor 79/Kpts/KPU Kota Palu-
024.433212/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Palu
tahun 2015. Menetapkan pasangan Sdr. Drs Hidayat , M.Si dan Sdr. Sigit
Purnomo Said sebagai walikota dan wakil walikota Palu. Berdasarkan
rekapitulasi suara dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
“Rekapitulasi Perolehan Suara Pilwalkot Kota Palu Tahun 2015”
Sumber : KPU Kota Palu, 2015
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai kekuatan
politik pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam pemilihan Walikota Palu
tahun 2015. Kekuatan politik dalam hal pemilihan kepala daerah adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok yang digunakan
sebagai modal utama dalam pemilihan kepala daerah. Pembahasan ini
akan dijabarkan dengan model deskriptif terhadap fakta-fakta yang
ditemukan oleh penulis di lapangan berupa dokumentasi dari wawancara
mendalam dari para informan dan selanjutnya akan dianalisis
menggunakan tiga modal utama yang yang dikemukakan oleh Kacung
Marijan. Ketiga modal itu adalah modal politik (political capital), modal
sosial (social capital) dan modal ekonomi (economical capital).59
Pemilukada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan
substansial dengan cara memilih orang atau figur dan kemenangan
ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua
warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan
sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk
membentuk oragnisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya,
dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih,
tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda
antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang
59 Kacung Marijan, Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung), 2006.
Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 85
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dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada keyataannya
berbeda-beda.
5.1. Kekuatan Politik Pasangan Hidayat – Sigit Purnomo Dalam
Pemilihan Walikota Palu 2015
Pilkada sebagai salah satu arena kontestasi politik dengan memilih
orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan
memenangkan Pemilukada manakala memiliki modalitas terbangun.
Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti
kontestasi di dalam Pemilukada lansung yaitu, modal poitik, modal sosial,
dan modal ekonomi yang dianggap sebagai kekuatan politik. Pasangan
calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki
akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang
mampu  mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih
sebagai kepala daerah. Peluang terpilihya pasangan kandidat merupakan
bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagi hasil
hanya dari satu faktor saja atau modalitas tertentu.
Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam pemilihan Walikota Palu
terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palu periode 2016-2021,
tidak terlepas dari modal politik, modal sosial, modal ekonomi. Modalitas
saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan Hidayat-Sigit
Purnomo dalam Pemilihan Walikota Palu tahun 2015.
Kekuatan Politik dalam hal pemilihan kepada daerah adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok yang digunakan
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sebagai modal utama dalam pemilihan kepala daerah. Pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah berkemungkinan memenangkan
Pemilukada secara langsung manakala memiliki tiga modal utama. Ketiga
modal itu adalah modal politik (political capital), modal sosial (social
capital) dan modal ekonomi (economical capital).60
Penelitian ini menggunakan modal politik, modal ekonomi, dan
modal sosial, dalam melihat kekuatan politik pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo pada Pilwalkot Palu tahun 2015. Maka, penulis melihat
kekuatan politik yang dimiliki pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dengan
menggunakan tiga modal menurut Kacung Marijan. Adapun penulis
membagi dalam bentuk sebagai berikut: (1) Modal Politik Pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo; (2) Modal Sosial Pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo; dan (3) Modal Ekonomi Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo.
Ketiga hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
5.1.1. Modal Politik Pasangan Hidayat – Sigit Purnomo
Salah satu modal yang dianggap sebagai kekuatan politik pasangan
Hidayat-Sigit Purnomo adalah modal politik. Modal politik berarti adanya
dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik
yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi
sentral bagi semua calon, baik dalam tahap pencalonan maupun dalam
tahap pemilihan.61 Setiap pasangan calon kepala daerah, baik yang
diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun calon
60 Kacung Marijan, Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung), 2006.
Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 85
61 Ibid
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perseorangan, akan membentuk tim sukses mulai dari tingkatan paling
tinggi hingga tingkatan paling rendah (provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan/desa). Peranan partai politik maupun tim sukses
sangat besar karena akan menjadi “mesin” dalam menggerakkan upaya
pencarian dukungan pemilih.
Politik praktis memberikan syarat bagi partai pengusung dalam
proses pemenangan pemilihan, harus memiliki basis massa yang jelas
dan merata. Sebab, tanpa memiliki basis massa tentu saja dalam
membentuk kekuatan politik partai politik akan menemui kesulitan dalam
tugasnya untuk memenangkan kandidat yang diusungnya.
PAN dan PKB merupakan partai yang memiliki basis massa yang
merata di Kota Palu, juga memiliki elektabilitas yang baik. Hal ini dapat
dilihat pada pemilihan legislatif tahun 2014 yang memiliki anggota di
DPRD berjumlah enam kursi yang diwakili dari tiap-tiap partai.
Partai politik sebagai kendaraan bagi pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo dalam Pilwalkot Palu tahun 2015, terlihat sebagai modal yang
dimiliki pasangan Hidayat-Sigit Purnomo. PKB sebagai modal politik dari
Hidayat dan PAN sebagai modal politik yang dimiliki Sigit Purnomo yang
mampu berkolaborasi menjadi penggerak dalam meraih suara.
Besarnya basis massa yang dimiliki PAN dan PKB sebagai
pengusung Hidayat-Sigit Purnomo tergambarkan sebagai besarnya modal
politik yang dimiliki Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Palu 2015.
Bekerjanya PAN dan PKB sejak awal sampai berakhirnya Pilwalkot Palu
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tahun 2015 sebagai gambaran bahwa partai politik sebagai kekuatan
politik dengan bentuk modalitas politik yang dimiliki pasangan Hidayat-
Sigit Purnomo. Seperti uraian Ali Bau sebagai ketua DPC PKB Kota Palu
yang mengatakan bahwa :
“kalau mengenai partai politik sudah tentu partai menjadi kekuatan
politik yang mendukung dalam proses pemenangan pasangan ini
dalam pilwalkot Kota Palu Ada dua hal yang kita bisa lihat
pertama, partai kebangkitan bangsa(PKB) sudah mulai bangkit
yang kedua kami dan partai PAN bekerja keras dalam
memenangkan beliau...”62
Dengan bekerjanya partai politik dalam mengusung calonnya
terlihat sebagai modalitas politik dari calon yang diusung. PKB dan PAN
sebagai pengusung pasangan Hidayat-Sigit Purnomo tergambarkan
bahwa, PKB dan PAN sebagai modal politik pasangan Hidayat-Sigit
Purnomo dalam Pilwalkot Palu 2015. Menurut Hidayat Lamakaratte63
bahwa, terlepas dari faktor individu pasangan calon, partai politik
merupakan salah satu yang mendukung kemenangan pasangan Hidayat-
Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Palu 2015. Adapun uraian Hidayat
Lamakaratte sebagai berikut:
“Partai bekerja all out memang bekerja untuk memberikan
dukungan politik pada pasangan ini, kalau mau ditanyakan
seberapa besar pengaruh parpol dalam kemengan mereka itu
perlu di uji karena kita tidak bisa mengukur persentase berapa
persen pengaruhnya. Karena memang orang dua ini punya basis
massa.”64
62 Wawancara penulis  dengan H.Ali Bau selaku ketua DPC PKB Kota Palu pada 17  september
2016 pukul 19:30 dikantor DPC PKB
63 Hidayat Lamakaratte mantan PLT Walikota Palu.
64 Wawancara penulis dengan Hidayat Lamakaratte mantan PLT walikota Palu 16 September 2016
Pukul 20:30 dikediamanya dijalan Cendrawasih no.1
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Pemaparan dari  Ali Bau dan Hidayat Lamakaratte menggambarkan
bahwa dalam Pilwalkot Palu 2015, pasangan Hidayat-Sigit Purnomo
memiliki modal politik yang tergambarkan dari hadirnya dukungan partai
politik, yakni PAN dan PKB
PAN dan PKB sebagai pegusung pasangan Hidayat-Sigit Purnomo
telah terlihat sebagai modal politik. Terbentuknya tim sukses dengan
nama DASI-UNGU sebagai gambaran bahwa, PAN dan PKB bekerja
sebagai kekuatan politik pasangan Hidayat-Sigit Purnomo. Terbentuknya
DASI-UNGU tersebut merupakan upaya mempengaruhi pemilih serta
sebagai kelompok yang diharapkan mampu merealisasikan dan
mensosialisasikan visi-misi pasangan Hidayat-Sigit Purnomo. Uraian Ali
Bau yaitu :
“...kami membentuk tim kemenangan mulai dari tingkat bawah
hingga atas yang kami kelola secara professional dan ditambah
Hidayat punya basis massa yang real karena beliau sudah pernah
ikut pilwalkot sebelumnya pada tahun 2010 dan beliau mampu
mensosialisasikan diri kepada masyarakat untuk niatnya maju
pada tahun 2015 (dan) ditambah popularitas dari Sigit Purnomo
tentu saja ini menjadi kekuatan politik yang mendukung dalam
proses pemenangan pasangan ini kemarin.”65
Di samping hal yang diuraikan oleh Ali Bau tersebut bahwa, DASI-
UNGU sebagai tim sukses merupakan atas dasar ikatan emosional yang
kuat dan atas kebersamaan yang terbangun sejak Pilwalkot tahun 2010.
Seperti yang diuraikan oleh Miranti Widya selaku adik Habsa Yanti
Ponulele (lawan politik Hidayat-Sigit) sebagai berikut:
65 Wawancara penulis  dengan H.Ali Bau selaku ketua DPC PKB Kota Palu pada 17  september
2016 pukul 19:30 dikantor DPC PKB
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“Tim sukses dimiliki pasangan ini adalah tim sukses beliau lalu pada
saat pemilihan sebelumnya, dibangun bertahun tahun apa lagi beliau
sudah sempat ikut pilkada sebelumnya dan relawan-relawannya
yang memang dibangun dan bekerja karena ada ikatan emosional
yang baik dengan kandidat dan itu berjalan dengan baik dilihat dari
kontribusinya yang  cukup besar.66
Tergambarkan, tim sukses dengan adanya ikatan emosional serta
kebersamaan memberikan pengaruh bagi kerja dari tim sukses. Tim
sukses yang digunakan oleh pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam
pemilihan Walikota Palu periode 2016-2021 adalah tim sukses dari
Hidayat  yang digunakan pada pemilihan sebelumnya. DASI-UNGU
sebagai hasil kerja partai politik terlihat sebagai modal politik yang dimiliki
oleh pasangan Hidayat-Sigit Purnomo. Modal politik inilah yang menjadi
sebagai alat ukur kekuatan politik pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam
Pilwalkot Palu tahun 2015.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, PKB dan PAN sebagai modal
politik yang dimiliki pasangan Hidayat-Sigit Purnomo. DASI-UNGU adalah
tim sukses yang terlihat sebagai hasil kerja dari PKB dan PAN,
merupakan upaya memanfaatkan kekuatan partai politik sebagai modal
politik dari pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Palu tahun
2015.
66 Wawancara penulis dengan Miranti Widya adik kandung Habsa Yanti Ponulele pada 19
September 2016  pukul 20:15 diwarkop DG.Maman
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5.1.2. Modal Sosial Pasangan Hidayat – Sigit Purnomo
Modal Sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan
kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat
yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah sejauh mana pasangan
calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki
kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik.
Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh
adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang
bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas.67
Modal sosial dalam Pemilukada, memiliki makna yang sangat
penting, bahkan tidak kalah pentingnya kalau dibandingkan dengan modal
politik. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya
dikenal oleh para pemilih. Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih
pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa
melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar-benar layak
untuk dipilih atau tidak. Seseorang dikatakan memiliki modal sosial, berarti
calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi
kepercayaan.
Kemenangan pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam pemilihan
Walikota Palu tidak terlepas dari adanya ikatan primordial yang terjadi
antara pasangan Hidayat-Sigt Purnomo dan masyarakat lokal. Sentimen
etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika
67 Ibid.Hal 91
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dalam arena demokrasi. Di dalam Pemilukada tidak dapat dipungkiri
bahwa atas dasar etnis seorang aktor dapat mempengaruhi perolehan
suaranya. Kota Palu mempunyai keberagaman etnik. Keberagaman etnik
tersebut akan menonjol dalam Pemilukada, karena ketika dalam memilih
seorang pemimpin masyarakat akan melihat latar belakang budaya yang
dimiliki aktor tersebut baik dari segi etnik, bahasa, ras dan lain
sebagainya.
Keberagaman etnik, bahasa, dan ras yang berada di Kota Palu,
menjadikan masyarakat dalam memilih Walikota Palu akan melihat latar
belakang budaya yang dimiliki oleh calon pemimpinya. Hal tersebut
dimanfaatkan dengan baik oleh Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pilwalkot
Palu tahun 2015. Hidayat-Sigit Purnomo mengangkat isu identitas
kedaerahan dalam Pilwalkot Palu tahun 2015, seperti yang dijelaskan oleh
Miranti Widya adik Habsa Yanti Ponulele (lawan politik Hidayat-Sigit),
sebagai berikut:
“perilaku memilih masyrakat kota palu bisa dibilang pragmastis
sudah mulai, karena pemilih dikota palu masih mempertahankan
sentimen kedaerahan  dan masyarakat lebih tertarik dengan isu
etnis yang diangkat oleh pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dimana
Hidayat merupakan warga asli kota Palu.68
Hidayat Lamakaratte mantan PLT Walikota Palu, juga mengatakan
hal yang serupa, bahwa :
“Pertama dari kalangan masyarakat adat ya karena jumlahnya
juga cukup banyak karena masyarakat asli kota Palu ini Kaili itu
melihat bahwa Hidayat ini keterwakilan masyarakat Kaili yang
menjanjikan akan menghidupkan kembali adat, budaya, tradisi-
68 Wawancara penulis dengan Miranti Widya adik kandung Habsa Yanti Ponulele pada 19
September 2016  pukul 20:15 diwarkop DG.Maman
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tradisi yang dulu pernah ada dan kemudian kegiatan itu dia akan
hidupkan kembali selama menjadi walikota mereka menaruh
harapan besar disitu kemudian disamping itu konsep
pemerintahan yang ditawarkan di kalangan intelektual, birokrasi itu
menarik, melihat bagaimana ini konsep yang mau dilaksanakan
oke kita harus berikan dia kepercayaan. 69
Pendekatan primordial sangat mempengaruhi kandidat dalam
memperoleh suara pemilih. Hal ini juga berpengaruh dalam merekrut
suara masyarakat untuk memilih kandidat yang memiliki kesamaan
identitas dengan aktor. Hidayat dengan latar belakang orang Kaili dan
Sigit Purnomo dengan latar belakang Bugis, menggunakan isu kesamaan
etnis, yang dapat dilihat sebagai upaya membangun ikatan sosial dengan
masyarakat yang memiliki kesamaan etnis.
Kesamaan identitas, ketika dalam berkomunikasi akan lebih mudah
dan akan saling menguntungkan antar dua belah pihak. Selain itu, juga
kedekatan secara emosional ini akan menguntungkan dalam jangka waktu
yang panjang untuk kedua belah pihak baik masyarakat maupun kandidat
jika terpilih. Etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial
politik dan struktur politik pada tingkat lokal atau daerah.
Selain dari ikatan primordial Hidayat-Sigit Purnomo juga memiliki
kekuatan di ranah popularitas yang melekat pada masing-masing individu.
Pada Pemilukada, sebagian besar rakyat memilih bukan karena faktor
calon tersebut didukung oleh partai. Namun, kepopuleran dan figur calon
juga berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Pada era pemilihan langsung,
popularitas menjadi modal penting untuk terpilih menjadi kepala daerah.
69 Wawancara penulis dengan Hidayat Lamakaratte mantan PLT walikota Palu 16 September 2016
Pukul 20:30 dikediamanya dijalan Cendrawasih no.1
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Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, sangat bergantung pada
popularitas calon yang diusung. Jika calon yang diusung memiliki
popularitas, maka kemungkinan untuk menang akan sangat besar. Karena
disukai dan diinginkan oleh masyarakat.
Kepopuleran Sigit Purnomo sebagai publik figur, menjadi kekuatan
Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Palu tahun 2015. Kepopuleran Sigit
Purnomo dilihat sebagai modal awal untuk ikut dalam politik praktis di
Kota Palu. Kota Palu dengan pemilih yang tergolong pragmatis,
membantu Sigit Purnomo memanfaatkan popularitasnya sebagai modal
sosial dan juga sebagai kekuatan politiknya. Keberadaan pemilih
pragmatis pada Pilwalkot Palu tahun 2015 digunakan oleh Sigit Purnomo
dapat terlihat dari ungkapan Nur salah warga Kota Palu, bahwa :
"Saya pilih pasha karena saya suka le, kong itu hari dia datang
kesini kampanye dia pe muka gagah, bersih, putih terus kita pe
punya anak juga dia gendong sama dia terus kita foto sama-sama
itu hari.70
Hal tersebut sebagai gambaran bahwa, Sigit Purnomo memiliki
basis suara yang diperoleh berdasarkan ikatan sosial yang dibangun oleh
Sigit Purnomo. Hal tersebut juga dibenarkan oleh mantan PLT Walikota
Palu berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Hidayat
Lamakaratte, bahwa :
“Saya melihat persentase terbesar kenapa dia terpilih karena dia
turun ke masyarakat karena kenapa bertemu langsung dengan
konstituennya bertatap muka, berdialog, kalo soal konsep visi misi
banyak masyarakat kita tidak paham juga tapi menggunakan
70 Wawancara penulis dengan dengan Nur salah satu masyarakat Kota Palu 14 September 2016
Pukul 16:39 Wita dikediamanya.
87
Universitas Hasanuddin
bahasa sederhana dan turun lansung ke masyarakat itu lebih
besar pengaruhnya karena banyak masyarakat kita yang dipinggir
itu masyarakat tradisional pemilih tradisional itu lebih senang dan
mau memilih orang-orang yang dia kenal secara emosional dan
ada pendekatan psikologis yang terjadi....Sigit sendiri menjadi
daya tarik karena popularitasnya dikalangan pemilih pemula, ibu-
ibu, remaja, anak gadis, dan anak muda yang ada di kota Palu ini
kemudian kita melihat jumlah persentasinya cukup besar dan itu
juga sangat berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan ini.”71
Pernyataan informan di atas sesuai dengan konsep Afan Gaffar,
yang mengatakan bahwa adanya kepercayaan, seorang individu akan
bersedia mengambil resiko yang mungkin terjadi dalam hubunganya
dengan pihak lain. Popularitas dari Sigit Purnomo masih sangat
berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal. Popularitas
inilah yang digunakan oleh Sigit Purnomo untuk mensosialisasikan dirinya
dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyakinkan pemilihnya dan
diberikan kepercayaan.
Popularitas merupakan faktor yang memenangkan Sigit Purnomo
menjadi Wakil Walikota Palu periode 2016-2021, hal ini tidak terlepas
bahwa realitas masyarakat di Kota Palu dalam memutuskan pilihanya di
dorong atas faktor psikologis. Ali Bau selaku ketua DPC PKB
menguraikan sebagai berikut :
“...Popularitas Sigit purnomo tentu saja ini menjadi kekuatan politik
yang mendukung dalam proses kemenangan pasangan ini
kemarin”72
71 Wawancara penulis dengan Hidayat Lamakaratte mantan PLT walikota Palu 16 September 2016
Pukul 20:30 dikediamanya dijalan Cendrawasih no.1
72 Wawancara penulis dengan H.Ali Bau selaku ketua DPC PKB Kota Palu pada 17  september
2016 pukul 19:30 dikantor DPC PKB
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Daftar pemilih yang ada di Kota Palu didominasi oleh parah pemilih
pemula. Pemilih pemula cenderung pemilih yang melihat calon
pemimpinya dari pola perilaku, fisik, dan sifat yang dimiliki oleh calon
Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini yang dimanfaatkan oleh khususnya
Sigit Purnomo sebagai sasaran kampanyenya. Berdasarkan hal tersebut
bahwa tipe pemilih pemula yang dipengaruhi oleh faktor psikologis
menjadi kekuatan politik dari Sigit Purnomo. Sehingga, modal sosial yang
dibangun oleh Sigit Purnomo berjalan dengan baik.
Dapat disimpulkan bahwa, dengan membangun ikatan sosial
dengan menggunakan isu kedaerahan dan popularitas dapat dilihat
sebagai modal sosial yang dimiliki oleh Hidayat-Sigit Purnomo. Modal
sosial ini juga terlihat sebagai pola untuk membangun kekuatan politik dari
pasangan Hidayat-Sigit Purnomo.
Tingginya popularitas dari Sigit Purnomo di Kota Palu, tidak
terlepas dari kehadiran Komunitas cliquers. Komunitas cliquers adalah
fans dari Sigit Purnomo “Pasha Ungu” yang terbentuk pada tahun 2006.
Komunitas ini tersebar diseluruh Indonesia tanpa terkecuali di Kota Palu.
Keberadaan komunitas masyarakat sipil tidak bisa dipisahkan dari
perkembangan masyarakat Indonesia, karena komunitas sipil selalu ada
pada setiap wilayah Indonesia. Kelompok atau komunitas adalah
perkumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan
keanggotaanya dan saling berinteraksi, sehingga menumbuhkan
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persamaan bersama. Komunitas Cliquers tersebut didominasi oleh
kelompok usia 17 tahun sampai usia 22 tahun.
Kelompok-kelompok komunitas yang berperan sebagai relawan
mendukung pasangan calon murni memberikan dukungan tanpa
melakukan kontrak politik sebelumnya. Dengan massa yang solid,
komunitas bisa memberikan pengaruh dan dukungan yang cukup tinggi
kepada pasangan calon yang didukungnya. Keberadaan komunitas
tersebut menjadi salah satu kekuatan politik. Kekuatan politik
sesungguhnya dapat diartikan sebagai kekuatan individual (perseorangan)
ataupun kolektif (kelompok).
Fakta yang ditemukan oleh penulis dilapangan bahwa Komunitas
Cliquers yang ada di Kota Palu digunakan oleh Sigit Purnomo dalam
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu. Pada saat kampanye yang
dilakukan oleh pasangan Hidayat-Sigit Purnomo dihadiri oleh massa salah
satunya komunitas Cliquers. Dalam kampanye tersebut ada sesi dimana
Sigit Purnomo diberikan kesempatan untuk menghibur massa yang hadir
dan sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Fakta tersebut penulis
peroleh dari informan Wawan selaku anggota komunitas cliquers Kota
Palu, yang mengatakan bahwa :
“Iya waktu kampanye kemarin Pasha juga menyanyi ditengah-
tengah acara, setelah itu dia menyampaikan visi misinya....waktu
itu bukan cuman cliquers yang hadir banyak juga massa yang lain
datang”.73
73 Wawancara penulis dengan Wawan selaku anggota komunitas cliquers Kota Palu, 21
September 2016 Pukul 15:27  di basecamp cliquers.
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Fanatisme cliquers terhadap Sigit Purnomo ternyata bukan hanya
pada ketika Sigit Purnomo tampil sebagai “UNGU” namun, dalam hal
politik fanatisme cliquers juga terlihat, seperti wawancara penulis dengan
Novi selaku anggota komunitas cliquers Kota Palu, yang mengatakan
bahwa :
“Ia, (ikut pilwalkot), jelas le saya pilih Pasha dia kan vokalis dari
band ungu pasti mi saya pilih....Dahsyat awards (penghargaan
musik) kita dukung melalui pulsa apa lagi ini gratis (Pilwalkot) pasti
mi kita orang pilih dia”.74
Anggota komunitas cliquers yang didominasi oleh usia 17 tahun
sampe usia 22 tahun yang tergolong sebagai pemilih pemula, dalam
menentukan pilihan politiknya anggota cliquers mengutamakan sisi
fanatismenya terhadap Sigit Purnomo. Analisis penulis bahwa anggota
komunitas cliquers yang didominasi oleh usia 17 tahun sampei usia 22
tahun tersebut  kurang memiliki pengetahuan mengenai politik, sehingga
komunitas cliquers ini dapat mudah dimanfaatkan oleh Sigit Purnomo
dalam pemilihan Walikota Palu. Hubungan yang sangat mengakar dan
memiliki ikatan emosional yang baik mempermudah Sigit Purnomo
menggunakan cliquers sebagai salah satu untuk memperoleh suara dalam
Pilwalkot Palu tahun 2015.
74 Wawancara penulis dengan Novi selaku anggota cliquers Kota Palu, 21 September 2016 Pukul
17:13 di basecamp cliquers.
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5.1.3. Modal Ekonomi Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo
Dalam pemilukada tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan
dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana poitik
yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau
berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pergertian modal
ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai
ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang
pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa
barang atau uang/jasa politik.`
Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan
“pelumas” mesin politik yang dipakai dalam musim kampanye misalnya
membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan
seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai
kebutuhan yang lainya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat
utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.
Modal ekonomi yang dimiliki oleh kandidat bersumber dari dana pribadi
dan penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan
maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaanya
dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara.
Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem
pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif
apalagi ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih
yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang
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membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang
sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga
kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat
mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan
penggunaanya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi
alasan partai politik mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari
kekuatan modalitas kandidat. Seperti yang dikemukakan oleh Miranti
Widya adik kandung Habsa Yanti Ponulele, bahwa :
“Kemenangan pasangan ini tidak terlepas dari kemampuan
ekonomi untuk membiayai kampanye, dan mampu membiayai
konsultan yang profesional karena kita lihat pola pergerakan itu
mulai dari media sosial sampe medium dasi ungu dan kemudian
turun sampe ke atributnya dan dia manfaatkan media juga cukup
cerdas kalo bombardir media bukan cuman dia lakukakan hampir
semua calon mungkin. Ada salah satu faktor yaitu adanya Andono
Widosono itu di dia beliau dulu pemdat dari mercusuar dan saya
rasa dia tau bagaimana cara bermain di media. Celakanya kita
tipikal orang Palu ini hampir semua pengguna media sosial dia
gunakan dan apa pun berita yang di lepas di media itu sangat
menyebar dan hitunganya dia tidak tunggu hari.  Dan saya akui
mereka kuat disitu.”75
Kemenangan Hidayat-Sigit Purnomo dalam pemilihan Walikota
Palu tahun 2015  tidak terlepas dari modal ekonomi yang dimiliki
pasangan ini yang dianggap memiliki modal ekonomi yang mampu
menunjang tingkat keterpilihannya. Kekayaan yang dimiliki Hidayat
sebanyak Rp.913.702.114, sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh Sigit
Purnomo sebanyak 16 milyar. Kekayaan Hidayat dan Sigit Purnomo ini
menjadi modal ekonomi yang penting, guna memenangkan Pilwalkot Kota
75 Wawancara penulis dengan Miranti Widya adik kandung Habsa Yanti Ponulele pada 19
September 2016  pukul 20:15 diwarkop DG.Maman
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Palu tahun 2015. Kemudian ditambah bantuan dari berbagai pihak,
misalnya sumbangan dari relawan politik sebesar Rp.115.750.000.
Dari seluruh biaya politik ini digunakan untuk keperluan yang
dibutuhkan guna memenangkan di Pilwalkot Kota Palu 2015. Seperti yang
dikemukakan oleh pengamat muda kota palu bahwa:
“Beliau mempunyai modal ekonomi yang dipegang oleh si Sigit
terus kalo modal sosial dipegang oleh Hidayat yang mempunyai
basis massa jadi ingklutlah pasangan ini saling menutupi satu
sama lain. Jadi target pemilih adalah ibu-ibu, pemilih
pemula,perempuan dan semua nya itu jelas.”76
Jadi peran finansial begitu penting dalam pilkada dan itu harus
dimiliki setiap calon kepala daerah. Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo
modal ekonomi yang dimiliki dipakai untuk membiayai pelaksanaan
kampanye dan membiayai kebutuhan lainnya seperti mencetak poster dan
spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut
pendukung, dan berbagai kebutuhan lainya, termasuk untuk pengamanan.
Penulis menganalisis ketiga modal diatas memang bisa berdiri
sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain.
Tetapi diantara ketiganya sering kali berkaitan antar satu dengan yang
lain. Artinya, calon kepala daerah memiliki peluang besar terpilih
manakala memiliki akumulasi lebih satu modal, tiga hal inilah yang dimiliki
pasangan Hidayat-Sigit Purnomo sehingga terpilih menjadi Walikota dan
Wakil Walikota Palu periode 2016-2021.
76 Wawancara penulis dengan Rusmawati Rusdin S.Sos, M.A pengamat politik muda Kota Palu 20
September 2016 Pukul 10:25 Wita di UNTAD.
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BAB VI
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab
ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan
masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari
hasil penelitian mengenai Kekuatan politik pasangan Hidayat – Sigit
Purnomo dalam pemilihan Walikota Palu 2015. Kedua, saran-saran yang
berisi masukan yang sifatnya membangun.
6.1. Kesimpulan
Kekuatan politik dalam hal pemilihan kepala daerah adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok yang digunakan
sebagai modal utama dalam pemilihan kepala daerah. Dari hasil penelitian
ini penulis menemukan bahwa kekuatan politik yang mendukung
pemenangan Hidayat – Sigit Purnomo dalam pemilihan Walikota Palu
2015, Karena pasangan ini memiliki tiga modal.
Modal politik tidak hanya didukung oleh adanya partai pengusung
dalam pilkada, modal politik Hidayat-Sigit Purnomo dalam Pilwalkot Kota
Palu juga didukung oleh adanya tim sukses yang dianggap akan menjadi
“mesin” dalam menggerakkan upaya pencarian dukungan pemilih pada
Pilwalkot Palu tahun 2015.
Modal sosial yang dimiliki pasangan Hidayat – Sigit Purnomo dalam
pemilihan Walikota Palu 2015, berupa popularitas, kapabilitas, ikatan
primordial, komunitas cliquers  yang akan menciptakan kepercayaan dari
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masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan
yang mendukung.
Modal ekonomi Pasangan Hidayat-Sigit Purnomo adalah  modal
yang dimiliki untuk membiayai pelaksanaan kampanye dan membiayai
kebutuhan lainnya seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan,
menyewa kendaraan untuk mengangkut  pendukung, dan berbagai
kebutuhan lainya, termasuk untuk pengamanan.
6.2. Saran
Terkait masalah penelitian tentang Kekuatan politik pasangan Hidayat-
Sigit Purnomo dalam pemilihan Walikota Palu 2015. Maka Penulis
memberikan beberapa saran:
1. Dalam rangka memberikan suara pada pemilihan kepala daerah
Kota Palu atau Walikota dan Wakil Walikota Palu, hendaknya
masyrakat Kota Palu menggunakan hati nurani dan sebaiknya
melihat kandidat berdasarkan kualitas dan kapabilitasnya. Tidak
hanya melihat dari popularitas saja.
2. Sebaiknya masyarakat juga memberikan kesempatan kepada
kandidat yang lain untuk bisa terpilih, yaitu dengan melihat kualitas
mereka yang bisa membangun Kota Palu.
3. Diharapkan sebagai pengembangan ilmu politik, penulis
memberikan saran agar adanya penelitian yang mengangkat
mengenai kekuatan politik artis dalam ranah pemerintahan.
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